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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; SITUS www.setpp kemenkeu qo.id

Nomor — : P.12114/SP/2024 18 November 2024
Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak

Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Keberatan dan Banding

2. Kepala KPP Madya Gresik
3. Saiful Arif

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini disampaikan salinan resmi Putusan
Pengadilan Pajak dengan rincian sebagai berikut :

No Nomor Putusan Nama Penggugat Alamat Penggugat
1 | PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun Saiful Arif JI. Raya Bungah No. 44-
2024 46 RT 03 RW 01,
Bungah, Gresik, Jawa
Timur

Mengingat sesuai dengan data yang ada pada Sekretariat Pengadilan Pajak, Penggugat
tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak di wilayah KPP Madya Gresik, sehingga sesuai ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, maka Putusan
Pengadilan Pajak tersebut agar segera ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Budi Setyawan M. N. Y.

Tembusan :
Ketua Pengadilan Pajak

ian:

f:.e rhl:;mi minta Saudara berkomitmen untuk tidak memberikan atau menjanjikan imbalan uang/barang sesuatu apapun dan/atau
imbalan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pejabat/Pegawai
Sekretariat Pengadilan Pajak terkait dengan penanganan dan penyelesaian sepgkela pajak {efsebut di at.as; . .

2. Apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan, PejabaUEegawal Sgkrelanat
Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang/barang sesuatu apapun dan atau |mba|ap Iamnyg terkait dengan
penanganan dan penyelesaian sengketa pajak tersebut di atas, agar dengan legas ditolak dan menginformasikannya kepada
Pengadilan Pajak melalui SMS center: 0813 1033 3333 atau melalui email: monev_setpp@kemenkeu.go.id.
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PENGADILAN PAJAK

Salinan Resmi

Putusan Pengadilan Pajak

No.PUT—005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024

Diucapkan tanggal : 7 November 2024

Mengenai gugatan day; :

Nama Saiful Arif

NPWP/NOP 07.885.136.7-612.000

Alamat J1. Raya Bungah No. 44-46 RT 03 RW 01,
Bungaly, Gresik, Jawa Timur

I
terhadap  Keputusan Direlt

ur Jenderal Pajak Nomor- KEP- .
07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023

tentang Pengurangan atay Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat
Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena
Permohonan Wajib Pajak

Tahun 2023
Dikirim kepada  :  Saiful Arif

Jakarta, 18 November 2024

Pengadilan Pajak
Panitera,

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.
NIP 19690605 199003 1 002

A
‘.ﬁ"
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PUTUSAN
Nomor PUT-005497.99/2023/PPIM.IIA Tahun 2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN PAJAK

memenksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertarna dan terakhie dengan
Acara Biasa mengenai gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Normor
KEP-O7800/NKEB/PJWPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 fentang Pembatalan
Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa Masa Pajak Desemnber 2016 Nornor 00019/207/16/612/20 tanggal
14 Desember 2020 Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan
Wajib Pajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 005497.99/2023/PF,
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SAIFULARIF, NPWP 07.885.126.7-612.000, beralamat di JI. Raya Bungah

No. 44-46 RT. 003 RW., 001, Bungah, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama - Budi Tjiptono;
Jabatan :Kuasa Hukum;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/HSA-PJK/NVIII/2023 tanggal
25 Agustus 2023; }
2. Nama : Sigit Wijanarko; ‘
Jabatan :Kuasa Hukum;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/HSA-PJK/VIII/2023 tanggal
25 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JI. Jend. Gatot
Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:
1. Nama . Yoma Khumaidah/197508132002122001,

Jabatan . Kepala Seksi, e

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jawa Tlﬂﬁ /r@b).
1\\ ¢ -//
5 Ve

-
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2. Nama : Agung Mardian Santoso/198609242008121002,

Jabatan . Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi: Kanwil DJP Jawa Timur I,
3. Nama

. Tria Sandi Kumiawan/198505172007011001,
Jabatan . Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jawa Timur Il,
berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-2819/WPJ .24/2024 tanggal 16

Januari 2024,
4. Nama . Puji Rahayu/197603132002122001,
Jabatan . Kepala Seksi,

Unit Organisasi: Kanwil DJP Jawa Timur |l

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-19984/WPJ.24/2023 tanggal
20 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-
910/PP/BR/2023 tanggal 08 Agustus 2023,

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 03/SA/GUGATAN/2023
tanggal 23 Juni 2023,

Telah membaca  Surat- *".l'anggapan Tergugat - Nomor  S-
42/STG/WPJ.24/2023 tanggal 11 Agustus 2023,

Telah mendengar keterangan' para pihak yang bersengketa dalam
persidangan; | \

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya
yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor

00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 diterbitkan oleh Kantt;r m/y\nan

Pajak Madya Gresik; Bf‘
\ \ /
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Dasar Pengenaan Pajak:

- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp60.834.840.000
Penghitungan PPN Kurang Bayar:
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 6.083.484.000

Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Rp 0
Jumiah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp 6.083.484.000
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berkutnya  Rp 0
PPN yang kurang dibayar Rp 0
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 6.083.484.000

Jumilah PPN yang masih harus dibayar Rp12.166.968.000
Menimbang, bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Penggugat
mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
yang pertama dengan Surat Nomor 003/SA-VI/P.SKP-PPN/2022 tanggal 27 Juni
2022 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022
tanggal 23 November 2022 memutuskan menolak permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-
07287/NKEBMPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022, Penggugat mengajukan
Pemmohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar yang kedua
dengan Surat Nomor 021-2/01/SA-PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023 dan dengan
Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/PJWPJ 24/2023 tanggal 31 Mei
2023 memutuskan menolak permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak setuju dengan Keputusan Tergugat a
quo sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 03/SA/GUGATAN/2023
tanggal 23 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 26
Juni 2023 (cap harian pos tanggal 24 Juni 2023);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan  Nomor
03/SA/IGUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:
bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang
Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan. Pasal 36
ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, terkait Surat Ketatapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 0019/207/16, 612/20
tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 atas nama Sai u ﬁjﬁng
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dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, selanjutnya disebut Tergugat,
dengan uraian sebagai berikut:

l. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23
ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, yaitu mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang
Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas
SKPKB PPN Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa
Pajak Desember 2016 atas mama Saiful Arif:

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) »

a. Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada
Pengadilan Pajak.

b. Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak diterima Keputusan Tergugat, karena Surat Kébuiusan Nomor
KEP-07800/NKEB/MWPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 diterima oleh
Pemohon pada tanggal 3 Juni 2023;

c. Terhadap 1 (satu) Keputusan Direktur Jenderal Pajak diajukan 1 (satu)
gugatan.

3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 41 UU Pengadilan Pajak
a. Bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Saiful‘ Arif jabatan selaku

Pemohon Banding;

b. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana
akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

c. Pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat;

Dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Nomor
KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah memenuh|

Ketentuan Formmal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang/ndan\a

s
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Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) stdtd Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;
Il. Mengenai Objek Gugatan

1. Penggugat telah menerima SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20
tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara.

2. Atas SKPKB tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
yang Tidak Benar Ke-1 berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B UU
KUP kepada Tergugat melalui surat nomor: 002/SA-VII/P.SKP-PPN/2022
tanggal 27 Juni 2022 yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas
penerbitan SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember
2020 Masa Pajak Desember 2016;

3. Atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan
Tergugat Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November
2022 yang isinya menolak permohonan Penggugat:;

4. Penggugat telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022 yang diterbitkan
oleh Tergugat;

5. Atas  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 Noveﬁber 2022 tersebut, Penggugat
telah mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Ke-2 berdasarkan Ketentuan Pasal 36
ayat (1) Huruf B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) kepada Tergugat melalui surat Nomor 021-2/01/SA-
PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang pada intinya Penggugat tidak
setuju atas penerbitan Surat Keputusan tersebut di angka (3) di atas;

6. Atas surat Penggugat di angka (5) di atas, Tergugat telah menerbitkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023
tanggal 31 Mei 2023 yang isinya menolak permohonan Penggugat; |

7. Penggugat telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 yapg
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diterbitkan oleh Tergugat (Tanda terima teriampir di nomor unit 7 di bagian

lampiran);

lll.Mengenai Pokok Sengketa dan alasan Gugatan

Bahwa yang menjadi Pokok Sengketa dalam peiniochonan gugatan ini adalah
pengenaan Jumlah PPN Yang Masih harus dibayar yang tidak disetujui
Penggugat dalam SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14
Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Diajukan
No Uraian
Tergugat Penggugat Gugatan
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut
1 » 60.834.840.000 |2.755.840.000 | 58.079.000.000
sendiri
2 | Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 6.083.484.000| 275.584.000( 5.807.900.000
3 | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 0 0
4 | PPN Kurang Bayar 6.083.484.000 | 275.584.000] 5.807.900.000°
5 | Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) 6.083.484.000 | 275.584.000( 5.807.900.000
6 | Jumlah PPN yang harus dibayar 12.166.968.000 | 551.168.000 | 11.615.800.000

Kronologis pengadaan jumlah PPN yang masih harus dibayar oleh Penggugat

berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Usaha awal mula Penggugat adalah jual beli udang dan menjadi supplier
udang, kemudian setelah itu merambah ke investasi di tanah. Pada tahun
2010-sd 2011, Penggugat ditawarkan kerja oleh Rahmat Satria untuk
membanéljn kawasan Green Industry Park (GIP) dengan lahan milik keluarga
besar;

2. Selanjutnya di tahun 2012 hingga akhir Desember 2014, Penggugat
melanjutkan kerja sama pembangunan GIP dan terlibat dengan pengadaan
tanah untuk keperluan tersebut dengan lahan milik dari masyarakat Gresik.
Dalam proses tersebut, terkait penjualan tanah, Penggugat membuat
perjanjian dengan pembeli tanah yaitu PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera
(BKMS), dimana untuk penjualan tanah tersebut Penggugat dan PT BKMS
menyepakati bahwa seluruh kewajiban perpajakan yang ada dan timbul
sebagai akibat transaksi akan diselesaikan dengan pemotongan oleh pihak
PT BKMS dari jumlah uang yang seharusnya diterima Penggugat;

3. Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama yang dibuat di Surabaya pada
tanggal 20 Januari 2014 antara H. Saiful Arif (Pihak Pﬁnamg{Pihak
Penggugat) dengan Pihak Kedua yaitu PT Berkah Kawa@,l\ﬁabyar

| e
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Sejahtera (BKMS) dan PT AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land
(Pihak Kedua/Pihak Pembeli), diketahui bahwa Penggugat telah melakukan
penjualan lahan untuk proyek JIIPE dan fasilitas penunjangnya sampai
dengan tanggal 12 Desember 2013 telah mencapai kurang lebih 10.899.699
M2 yang terdiri dari 9.755.101 m2 untuk Kawasan industri dan 1.144.598 m2
untuk fasilitas penunjang (perumahan dll);

. Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara H. Saiful Arif (Pihak
Pertama/Pihak Penggugat) dengan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera
(BKMS) dan PT AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pihak
Kedua/Pihak Pembeli), Para Pihak sepakat bahwa akan melakukan
pembayaran PPHTB (Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas Tanah
dan/atau Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan hak atas Tanah dan/atau
Bangunan) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia
dan perkiraan PPHTB adalah 5% dari Rp1.391.683.875.425 yaitu kurang
lebih sebesar Rp69.584.193.721 dan perkiraan BPHTB adalah 5% dari
Rp1.391.683.875.425, yaitu kurang lebih sebesar Rp69.584.193.721. Pihak _
Pertama/Pihak Penggugat/Penjual memohon bantuan kepada Pihak
Kedua/Pembeli terkait pembayaran PPHTB dimana budget Pihak
Pertama/Penjual/Penggugat untuk transaksi sampai dengan 12 Desember
2013 adalah sebesar Rp32.500.000.000. Sehubungén dengan hal tersebut,
Pihak Kedua/Pembeli setuju untuk menanggung selisih PPHTB Pihak
Pertama/Penjual/Pihak Penggugat dikurangi Rp32.500.000.000, atau
sejumlah Rp37.084.193.721 adalah PPHTB yang ditanggung Pihak Pembeli
(PT BKMS). Pihak Pertama/Penjual/Pihnak Penggugat dan Pihak
Kedua/Pembeli akan segera nienyelesaikan pembayaran PPHTB dan
BPHTB selambat-lambatnya pada 14 Februari 2014. Namun, Pihak
Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan PPh Final Pasal 4(2) di Masa Pajak
Desember 2016;

. Pihak Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) di
Masa Pajak Desember 2016. Walaupun terlambat melakukan penyetoran,
seharusnya pada saat mengisikan masa pajak di Surat Setoran Pajak, Pihak
Kedua/Pihak Pembeli menggunakan masa pajak saat temtangnyg;Pﬁh/lf\i : al
Pasal 4(2), yaitu Masa Pajak September 2012, Mei 2014, Sept&n@fg)lg,

‘.‘y'
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September 2012, Mei 2014, September 2012, dan September 2012 sesuai
dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 26 Tanggal 6
September 2012, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 35 Tanggal
6 September 2012, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 29 Tanggal
6 September 2012, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 60 Tanggal
22 Mei 2014, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 62 Tanggal 22
Mei 2014, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 53 Tanggal 6
September 2012, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 62 Tanggal
6 September 2012;

. Karena terdapat kesalahan pengisian masa pajak, Tergugat menyimpulkan
bahwa terjadi penyerahan tanah dan/atau bangunan yang terutang PPN di
Masa Pajak tersebut (Masa Pajak Desember 2016);

. Berdasarkan data Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut, Tergugat melakukan
pemeriksaan di tahun pajak 2016 berdasarkan surat perintah pemeriksaan
pajak dengan Nomor PRIN-00009/WPJ.24/RIK.SIS/2020 tanggal 18 Februari
2020; '

. Atas pemeriksaan tersebut Tergugat menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak
Desember 2016 sebesar Rp12.166.968.000, berdasarkan SPHP Nomor
SPHP-00006AVPJ.24/RIKSIS/2020 tanggal 20 Oktober 2020; _

. Alasan yang menjadi dasar koreksi dari Tergugat dalam SPHP adalah bahwa:
"Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat objek PPN
yang belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan data
pembayaran PPh Final yang dilakukan oleh WP maka dapat diketahui bahwa
nilai pengalihan tanah WP selama tahun 2016 adalah Rp92.404.397.500.
Pengalihan Tanah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak Sesuai
dengan UU PPN.

Berdasarkan data Bukti Potong PPh Final WP maka dapat diketahui bahwa
nilai persewaan tanah WP selama tahun 2016 adalah Rp65.000.000.
Persewaan Tanah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak Sesuai
dengan UU PPN.

Sampai dengan SPHP dibuat WP tidak memberikan data AJB Tanah
dan/atau bangunan serta bukti pendukung lainnya dan data Akta’ Penkatan

Ay

Sewa Tanah serta bukti pendukungnya, sehingga penyerahan Balang/K/1
N \A
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Pajak dan Jasa Kena Pajak yang PPN-nya harus dipungut sendiri dihitung
berdasarkan pembayaran PPh Final Pengalihan Tanah yang dilakukan oleh
Waijib Pajak dan bukti potong PPh atas sewa tanah.”

10. Penggugat tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan dan menurut Penggugat
nilai kurang bayar sesuai dengan romawi |l angka (7) dalam SKPKB PPN
Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar RpO;

11. Atas kesalahan pengisian masa pajak pada setoran PPh Final Pasal 4 ayat
(2) Desember 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan
Pemindahbukuan dengan nomor surat 2/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022,
06/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 7/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 8/SA/5/22
tanggal 11 Mei 2022, 9/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 10/SA/5/22 tanggal 11
Mei 2022, 12/06/SA/2022 Tanggal 14 Juni 2022 kepada Tergugat (KPP
Madya Gresik - Direktorat Jendral Pajak), dan telah Diterbitkan dokumen bukti
pemindahbukuan Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal
3 Juni 2022, PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022,
PBK-00698/VIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Mei 2022,
PBK-00728/VIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022, |
PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022,
PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 20 Mei 2022,
PBK-00795/VI/IWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022 oleh KPP Madya
Gresik dan telah diterima oleh penggugat secara langsung dengan perkiraan
sekitar kurang lebih tanggal 7 Juni 2022 dan 24 Juni 2022;

12. Penggugat telah menyampaikan permohonan ke-1 pasal 36 ayat 1 huruf (b)
atas SKPKB Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 pada
tanggal 27 Juni 2022. Alasan peimohonan pasal 36 ayat 1 huruf (b) adalah:

"Bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan dengan buti Pemindahbukuan

sebagai berikut:

1. Nomor PBK-00726/\VIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 26 Tangal 6 September 2012;

2. Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.17032022 tanggal 27 Mei 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal.p/g!ﬁﬁas\an
sesuai PPJB Nomor 35 Tangal 6 September 2012 / a

\

N
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3. Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Maaret 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 29 Tangal 6 September 2012

4. Nomor PBK-00728/V1/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 60 Tangal 22 Mei 2014

5. Nomor PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 62 Tangal 22 Mei 2014

6. Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 53 Tangal 6 September 2012

7. Nomor PBK-00795/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 62 Tangal 6 September 2012

Sehingga pada Masa Desember 2016, sebenamya Penggugat tidak

melakukan transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan."

13. Tergugat (KPP Madya Gresik) pada tanggal 11 November 2022
menyampaikan surat Pembatalan Pemindahbukuan (Pbk) dengan nomor |
surat S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022, yang diterima oleh
Penggugat pada tanggal 27 Maret 2023 (bukti resi tedampir nomor di nomor
unit 37 di bagian lampiran);

14. Penggugat melakukan update data alamat dikarenakan terjadi pemindahan
alamat atau domisili Waijib Pajak dengan nomor surat S-
26/PD/KPP.2417/2023 pada tanggal 16 Februari 2023 dengan Bukti
Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-96/KPP.2417/2023. Dengan demikian
dimungkinkan pengiriman surat pembatalan Pemindahbukuan Kembali POS
(Kempos), dan surat dikiimkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat
dengan alamat yang sudah diupdate dan diterima oleh penggugat pada
tanggal 27 Maret 2023;

15. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-
07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022, yang |S|nséd’3'én h

menolak permohonan pengurangan atau pembatalan surat keteta pan pajak
\
NS¢
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yang tidak benar Wajib Pajak (Penggugat) dalam suratnya nomor 003/SA-

VII/P.SKP-PPN/2022 tanggal 27 Juni 2022 (permohonan pertama) dan

Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember

2020 Masa/Tahun Pajak Desember 2016;

16. Penggugat mengajukan permohonan ke-1 pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas
SKPN PPh Final 4(2) Nomor 00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember
2020 Masa Pajak Desember 2016. Alasan Penggugat adalah:

"Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan

sebagai berikut:

1. Nomor PBK-00726/VI/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012,

2. Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012

3. Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012

4. Nomor PBK-00728/VIIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014

5. Nomor PBK-00691NV/MWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 -

6. Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 .
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012

7. Nomor PBK-00795/VIIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn
sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012."

17. Penggugat mengajukan permohonan ke-2 pasal 36 ayat 1 hunfyi(bh\tas

SKPKB PPN Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa
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Pajak Desember 2016 pada tanggal 17 Januari 2023 dengan nomor surat

021-2/01/SA.PPN2/2023. Alasan Penggugat adalah:

"Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan atas:

(1) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke
Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00726/VIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor
26 Tanggal 6 September 2012,

(2) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke
Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00677NMWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor
35 Tanggal 6 September 2012,

(3) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke
Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuarj Nomor PBK-
00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor
29 Tanggal 6 September 2012,

(4) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke
Masa Mei 2014 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00728/VIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor
60 Tanggal 22 Mei 2014,

(5) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke
Masa Mei 2014 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00691/ V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor
62 Tanggal 22 Mei 2014,

(6) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke
Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00690/V/WPJ.24/KP. 1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan.saat

‘,;"0\\_1\“ ”-U,"\A‘

terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PI’D'J‘BDIQ@)\Q
53 Tanggal 6 September 2012, \ TR
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(7) Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke
Masa September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00795/VIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor
62 Tanggal 6 September 2012.

Sehingga pada Masa Desember 2016, sebenamya Penggugat tidak

melakukan transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, sehingga tidak

ada PPN yang terutang untuk Masa Pajak Desember 2016, dan telah
dilakukan pengajuan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) yaitu
pennohonan pembatalan atas SKPN PPh Final Pasal 4 (2) Nomor
00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember

2016."

18. Tergugat telah mengundang Penggugat untuk melakukan pembahasan dan
klarifikasi sengketa perpajakan dalam surat Nomor UND-4/PJMWPJ.24/2023
tanggal (tanpa tanggal) yang pembahasan dan klarifikasi sengketa
perpajakannya dilakukan pada tanggal 18 April 2023, terkait permohonan ke-
2 atas pengurangan dan/atau pembatalan SKPKB PPN Masa Pajak
Desember 2016;

19. Pada pembahasan tanggal 18 April 2023, Penggugat datang dengan diwakili
oleh Kuasa Wajib Pajak yaitu Saudara Budi Tjiptono, Saudara Sigit Wijanarko
dan Saudara Abdullah Mujaddid. Penggugat diberikan soft copy Berita Acara
dan diminta untuk melakukan revisi berita acara pembahasan dan klarifikasi
sengketa perpajakan, serta mencetak dan menandatangani BA tersebut. BA
yang sudah ditandatangani tersebut disampaikan ke Kanwil DJP Jatim I
pada saat dilakukan pembahasan ke-2 sesuai dengan Surat Undangan
Nomor S-341/WPJ.24/2023 tanggal 10 Mei 2023 dan dihadiri oleh
penggugat (Bapak Saiful Arif) dan kuasa hukum Wajib Pajak;

20. Tergugat mengundang penggugat untuk melakukan pembahasan dan
klarifikasi sengketa perpajakan ke-2 dalam Surat Nomor S-341/WPJ.24/2023
tanggal 10 Mei 2023 yang pembahasan dan Klarifikasi sengketa
perpajakannya dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023. Pada saat pembahasan.
ke-2 tersebut, penggugat memberikan Tambahan data dan/atau Ke‘ éé@f\i‘-&
melalui surat Nomor 027/SA/PPN-Ket tambahan/2023 Tanggal 15 Mei 2(;23
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21.

perihal  Tambahan Keterangan Menindaklanjuti Pembahasan Atas
Pemmohonan Pengurangan dan/atau Pembatalan Ke-2 Pasal 36 ayat 1 huruf
(b) atas SKPKB PPN Atas Nama Saiful Arif Tahun Pajak 2016, untuk Masa
Pajak Desember 2016:

Berdasarkan hasil pembahasan ke-2 tersebut, Tergugat meminta kepada
Penggugat untuk memberikan data terkait pembayaran hasil penjualan tanah
dan/atau bangunan, yaitu buki transfer dan Pembeli (PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera) dan bukti Rekening Koran terkait uang masuk atas hasil

penjualan tanah dan/atau bangunan pada rekening penggugat (Bapak Haji
Saiful Arif);

22. Penggugat memberikan data yang diminta oleh Tergugat sesuai dengan

permintaan pada Nomor (20) diatas, pada tanggal 29 Mei 2023 berupa Fisik
Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan dari PT Berkah

- Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS). Surat tersebut menjawab surat

penggugat Nomor 04-A-2-SA-PKBUDI tanggal 11 Mei 2023 perihal
Klariflkasi Pembayaran Pelunasan atas 12 Bidang Tanah dalam. 12
Perjanjian Pengikatan Jual Bell (PPJB). Bukti Transfer atas 12 bidang lahan,
bam tersedia untuk 9 bidang lahan dengan bukti transfer sebanyak 3 bukti
fisik transfer dan sudah diserahkan oleh penggugat kepada tergugat pada-
tanggal 29 Mei 2023. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk
memberikan tanda terima penyerahan dokumen pada tanggal 29 Mei 2023
tersebut, namun Tergugat tidak bersedia memberikan tanda ferima. Tergugat
mengatakan bahwa sebagai bukti tanda terima adalah bukti pengiriman
dokumen melaluj WhatsApp Messanger dari nomor WhatsApp Messanger
0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum Penggugat) kepada nomor 0822-
3131-2552 (Penelaah Keberatan Bapak Wahyu), yaitu dokumen diberikan
pada tanggal 26 Mei 2023;

23. Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023 memberikan Fisik Bukti Uang Masuk

atas pembayaran dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berupa
rekening koran uang masuk atas nama Saiful Arif (Penggugat) untuk 1 bukti
pembayaran dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang meliputi
pembayaran atas 2 bidang lahan yaitu PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Met2014

dan PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014. Penggugat tidak diberikan bukti'
&
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tanda terima atas dokumen yang telah diserahkan kepada Tergugat dengan
alasan yang sama pada poin diatas;

24. Penggugat memberikan data tambahan susulan yang diminta oleh Tergugat,
terkait Fisik bukti pembayaran atas jual beli 3 bidang lahan yang sebelumnya
belum tersedia (masih dicarikan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera)
pada tanggal 31 Mei 2023 pada kurang lebih pukul 16.20 dan sebelumnya
telah dikirimkan melalui WhatsApp pada tanggal 31 Mei 2023 pada pukul
13.44 WIB dari nomor WhatsApp 0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum
Penggugat) kepada nomor 0822-3131-2552 (Penelaah Keberatan Bapak
Wahyu);

25. Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023 memberikan Fisik Bukti Uang Masuk
kepada Tergugat, atas pembayaran dari PT Berkah Kawasan Manyar
Sejahtera berupa rekening koran uang masuk atas nama Saiful Arif
(Penggugat) untuk 5 bukti pembayaran dari PT Berkah Kawasan Manyar
Sejahtera, yang meliputi pembayaran atas 10 bidang lahan yaitu PPJB
Nomor 31 Tanggal Maret 2013, PPJB Nomor 6 Tanggal 14 Agustus .5_014,
PPJB Nomor 10 Tanggal 20 November 2014, PPJB Nomor 92 Tanggal 21
Oktober 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 29
Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal Tanggal 6 September
2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 59 Tanggal
6 September 2012, dan PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012.
Penggugat tidak diberikan bukti tanda terima atas dokumen yang telah
diserahkan kepada Tergugat dengan alasan yang sama pada poin diatas:

26. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-
07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang isinya adalah
menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan
Pajak Yang Tidak Benar Wajib Pajak dalam suratnya nomor 019-
2/01/SA.PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023 (permohonan kedua) dan
Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Nomor 0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa V.Pajak
Desember 2016 yang diterima penggugat pada tanggal 1 Juni 2023\\‘

&g

Halaman 15 dari 95 halaman. Putusan Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024
Saiful Arif

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

27.Berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat miliki, Penggugat berkeyakinan
bahwa penetapan Keputusan Tergugat Nomor KEP-
07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 adalah tidak benar, karena
pada Masa Maret 2016 Penggugat tidak melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak, sehingga seharusnya tidak ada PPN yang terutang di
Masa/Tahun Pajak Maret 2016:
Berdasarkan data dan fakta yang terdapat dalam PPJB Nomor Nomor 26 Tanggal
6 September 2012, 35 Tanggal 6 September 2012, 29 Tanggal 6 September
2012, 60 Tanggal 22 Mei 2014, 62 Tanggal 22 Mei 2014, 53 Tanggal 6 September
2012, 62 Tanggal 6 September 2012, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Pengakuan pendapatan menurut SAK ETAP pada BAB 20 disebutkan:
Pendapatan dan penjualan barang diakui jika:
-  Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara
signifikan kepada pembeli
- Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan

kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas
barang yang dijual

Berdasarkan Akta PPJB Nomor 31, Pasal 4 Halaman 12, diketahui bahwa

Pihak Pertama (Penjual) atau Penggugat memberi kuasa mengenai tanah
tersebut kepada Pihak Kedua (Pembeli) untuk menempati

menyewakan,  melepaskan, menghibahkan, menjual,

sendiri,

menukarkan,
meminjamkan, baik untuk kepentingan penerima kuasa sendiri atau untuk
kepentingan pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua. Hal tersebut telah
menjelaskan pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara
signifikan dari penjual kepada pembeli;

2. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 11 ayat 1 huruf (a) saat terutangnya PPN terjadi pada saat Penyerahan
Barang Kena Pajak atau Pasal 11 ayat 2 "Dalam hal pembayaran diterima
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa
Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena’ Pa]ak Han

luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayay':

o S
Halaman 16 dari 95 halaman. Putusan Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024
Saiful Arif

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

w

Berdasarkan fakta dan data dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September

2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6

September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor

60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB

Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa transaksi pengalihan

tanah terjadi pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September

2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012.
Pada Pasal 3 PPJB tersebut, diketahui bahwa pihak pertama (pihak
penjual/Saiful Arif) telah menerima pembayaran pelunasan atas pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan dari pihak kedua (pihak pembeli/PT.
Berkah Kawasan Manyar Sejahtera). Dengan demikian PPN terutang terjadi
pada saat pengalihan tanah atau pelunasan atas transaksi yaitu pada tanggal
6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22
Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012. Hal ini diperkuat dengan
bukti pembayaran lunas pada tanggal 10 September 2014 dengan nilai
pembayaran Rp65.320.300.000 yang didalamnya terdapat pembayaran atas
PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6
September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor
29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012
dan bukti pembayaran lunas pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai
pembayaran Rp50.000.000.000 yang didalamnya terdapat pembayaran atas
PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei
2014, sesuai dengan Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang
Lahan Nomor 156.00/BKMS/DIR/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 dan PT. Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera;

. Bukti Pembayaran Pelunasan atas transaksi jual beli tanah sesuai PPJB
Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei-2014,
PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6
September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62
Tanggal 6 September 2012, dan PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012:
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh penggugat, d/i!(gtahui

Berdasarkan keterangan dan PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahte’fa-'dengép

{ Pt
[ P 18
g5
NN s /,‘,
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nomor surat 156.00/BKMS/DIR/V1/2023 Tanggal 7 Juni 2023 terdapat buki
bahwa atas:

a. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012 berbunyi
sebagai berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut

diatas disetujui dengan harga Rp5.710.000.000 (lima milyar tujuhratus
sepuluh juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual bell tersebut diatas
lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat
Penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan
sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai
berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas
disetujui dengan harga Rp6.625.000.000 (dua milyar). Bahwa pembayaran
harga jual bell tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak
Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini
dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
Pada Pasal 3 PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012 berbunyi
sebagai berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut
diatas disetujui dengan harga Rp5.648.000.000 (lima milyar enamratus
empatpuluh delapan juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual bell
tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada
saat penandatanganan akta ini, dan bilamana peru akta ini dapat
dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"

. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012 berbunyi
sebagai berikut: "Harga jual Ben yang dilakukan oleh para pihak tersebut
diatas disetujui dengan harga Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh
Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan
bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran
yang sah (kwitansinya)"

e. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai

berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas
disetujui dengan harga Rp2.000.000.000 (dua milyar mpia‘lp:._,:,l?z‘,g‘hwa

P2

pembayaran harga jual beli tersebut diatas Iunas diterima’ oléﬁflfiﬁak

D
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Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan
bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran
yang sah (kwitansinya)"
Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012 berbunyi
sebagai berikut: "Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut
diatas disetujui dengan harga Rp3.598.000.000 (tiga milyar limaratus
sembilanpuluh delapan juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual bell
tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada
saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat
dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"

g. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012 berbunyi
sebagai berikut: "Harga jual Deli yang dilakukan oleh para pihak tersebut
diatas disetujui dengan harga Rp4.081.500.000 (empat milyar delapan
puluh satu juta limaratus ribu rupiah). Bahwa pembayaran harga jual bell
tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada
saat penandatanganan akta ini, dan bilamana peru akta ini dapat
dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"

Dengan demikian, bukti pelunasan atas transaksi penghalihan tanah dan/atau

bangunan yang diminta pada saat pembahasan pertama, telah tercantum

dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal'v )

22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26

Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB

Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September

2012,dan akta PPJB tersebut dianggap sebagai penerimaan/kuitansi yang

sah.

Pada Pasal 4 dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB

Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012,

PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei

2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal

6 September 2012 disebutkan bahwa:

"Dengan dibayamya lunas uang pembayaran untuk jual-beli seperti tersebut

diatas, maka fanah dan segala sesuatu yang berada diatas tanah.yang

AT . . . . £

diperjanjikan untuk dijual-belikan tersebut terhitung mulai hari ini sqdah/ dalam
\ 7 //b,",
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kekuasaan dan atau seolah-olah menjadi hak dan kepunyaan pihak kedua dan
oleh karena itu terhitung mulai hari ini pula semua hasil dan keuntungan,
semua beban pajak, semua hak serta resikonya menjadi tanggungan pihak
kedua".

Dengan adanya hal tersebut maka terdapat pemberian Kuasa Menjual (KM)
dari pihak Penjual kepada Pembeli yang artinya bahwa Pembeli telah
membayar lunas pada saat tandatangan PPJB Nomor 53 Tanggal 6
September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29
Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012,

PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September
2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012;

4. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh Penggugat, diketahui
Berdasarkan keterangan dari PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dengan i
|

nomor surat 156.00/BKMS/DIR/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 terdapat bukti
bahwa:

Atas PPJB nomor 53 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan
pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer
sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terfampir di nomor unit 18) dimana di
dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6
September2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012,
PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 53 Tanggal
6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain. Bukti

pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat pada
bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar
Rp65.320.300.000. (bukti tedampir di nomor urut 20).

- Atas PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 telah dilakukan pembayaran
pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000
bukti terlampir di nomor unit 19) dimana di dalamnya terdapat pembayaran
atas atas PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 60 Tanggal
22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain. Buki ‘

p LN
pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugsit,paga—f A
| e

N~ /‘
N
\ =
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bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar
Rp50.000.000.000. (bukti terlampir di nomor unit 21).

Atas PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan
pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer
sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor urut 18) dimana di
dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6
September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012,
PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 29 Tanggal
6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat
pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar
Rp65.320.300.000 (bukti telampir di nomor unit 20).

Atas PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012 telah dilakukan
pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer
sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terflampir di nomor unit 18) dimana di
dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6
September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012:..
PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 26 Tanggal

6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat
pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar
Rp65.320.300. 000. (bukti terlampir di nom or unit 20) .

Atas PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 telah dilakukan pembayaran
pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000
(bukti terlampir di nomor unit 19) dimana di dalamnya terdapat pembayaran
atas PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 60 tanggal 22
Mei 2014, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat
pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sgpegﬂ
Rp50.000.000.000 (bukti terampir di nomor urut 21). /’&5'\*

-

S
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- Atas PPJB nomor 62 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan
pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer
sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor urut 19) dimana di
dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 26 tanggal 6
September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012,
PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 62 Tanggal
6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat
pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar
Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor unit 21).

- Atas PPJB nomor 35 Tanggal 6 September 2012 telah dilakukan
pembayaran pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer
sebesar Rp65.320.300.000 (bukti terlampir nomor unit 18) dimana di
dalamnya terdapat pembayaran atas atas PPJB nomor 62 tanggal 6
September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012,
PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 35 Tanggal
6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

Bukti pembayaran tersebut sesuai dengan rekening koran Penggugat
pada bank BNI atas nama Saiful Arif dengan nilai uang masuk sebesar
Rp65.320.300.000 (bukti terlampir di nomor unit 20).

- Dengan demikian pada tanggal tersebut telah terjadi pelunasan jual beli
tanah sehingga PPN terutang pada tanggal tersebut.

5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

5.1. Berdasarkan pasal 11 ayat (5) dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang telah
diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak
berupa:

a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak,
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi
pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa

pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai denganAkFéTrx
Tahun Pajak Terakhir;

/
/.
/z
i
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b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau
denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun
Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

C. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban
perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak,
sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan

d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak
sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan,
dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban
perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang
sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3), yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5);

5.2.Dalam Pasal 3 ayat 4 dielaskan bahwa Pengampunan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas
kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tabun Pajak Terakhir, yang

: belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak;

5.3.Pada pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa Kewajiban perpajakan -
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:

a. Pajak Penghasilan; dan

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah;
Berdasarkan ketentuan diatas dan berdasarkan fakta dan data dalam PPJB
Nomor 53 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mej 201 4,
PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6
September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62
Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012,
diketahui bahwa transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
terjadi pada tanggal 6 bulan September tahun 2012, tanggal 22 bulan Mei
tahun 2014, tanggal 6 bulan September tahun 2012, tanggal 6 _bulan

AESIZVN
September tahun 2012, tanggal 22 bulan Mei tahun 2014, tangga }uan}s
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September tahun 2012, tanggal 6 bulan September tahun 2012, sehingga
kejadian tersebut masuk ke dalam periode atau tahun pajak diberikannya
fasilitas pengampunan pajak, dikarenakan Wajib Pajak (Saiful Arif) telah
mengikuti program pengampunan pajak dengan Tanda Terima Laporan Dalam
Rangka Pengampunan Pajak Nomor S-00000198/LAP. PHT/WPJ
.24/KP.04/2018 Tanggal 27 Maret 2018;

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan (5) dan Pasal 11 ayat (5) huruf a, b, dan ¢
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dapat
disimpulkan bahwa kewajiban PPN terutang atas pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan untuk periode tahun pajak 2012, 2013, 2014, dan 2015
memperoleh fasilitas pengampunan pajak;

. PP 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 71 Tahun
2008 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dan
Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan,

Pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan. Dalam lampiran Penjelasan PP
48 thn 1994 Pasal 1 éyat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan ‘dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
* baik dalam kegiatan usahanya maupu-n diluar usahanya, wajib dibayar atau
dipungut Pajakv Penghasilannya pada saat terjadinya transaksi tersebut;
Berdasarkan data dan fakta dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September
2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6
September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor
60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB
Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa pembayaran PPh
Final Pasal 4(2) atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan
seharusnya dilakukan pada pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6
September 2012, 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6
September 2012. Pelunasan PPh Final Pasal 4(2) tersebut bare dilakukan
pada tanggal 30 Desember 2016 dikarenakan keterlambatan pembayaran
oleh pembeli (PT. BKMS) sesuai dengan perjanjian tertulis antara Saiful Arif
dengan PT. BKMS dan PT. AKR Land, dimana PPh Final Pasa}{@:ﬁ
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pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dilakukan pemotongan
atas nilai uang yang diterima oleh Bapak Saiful Arif oleh PT.BKMS (Bapak
Saiful Arif menerima uang hasil penjualan tanah net (bersih) setelah dipotong
PPh Final Pasal 4(2)). Sehingga dalam perjanjian tersebut, PPh Final Pasal
4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menjadi kewajiban
pembeli (PT. BKMS) untuk menyetorkannya kepada negara. Dan PT, BKMS
terlambat melakukan penyetoran PPh Final Pasal 4(2), seharusnya disetorkan
di bulan Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, Oktober 2012, Juni 2014,
Oktober 2012, Oktober 2012;

Keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) tersebut menjadi dasar bagi
pemeriksa pajak untuk menerbitkan SKPKB PPN Nomor 0019/207/16/612/20
tanggal 14 Desember 2020. Dengan demikian terjadi kekeliruan atau
kesalahan dari pemeriksa pajak dalam menetapkan PPN terutang di tahun
2016;

Penggugat telah mengajukan permmohonan Pemindahbukuan kepada
Tergugat (KPP Madya Gresik) terkait kesalahan penulisan masa/tahun pajak
yang telah dilakukan oleh PT Berikah Kawasan Manyar Sejahtera. Tergugat
telah menerbitkan bukti pemindahbukuan nomor PBK-
00796/VIIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022, namun dibatalkan oleh
Tergugat dengan menerbitkan surat pembatalan pemindahbukuan nomor
namun dibatalkan oleh Tergugat dengan menerbitkan surat pembatalan
pemindahbukuan nomor PBK-00726/VIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni
2022, PBK-00677/V/WPJ.24/KP1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022,
PBK-00698/VIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022,
PBK-00728/VIIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022,
PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022,
PBK-00BSONV/WPJ.24/KP1703/2022  Tanggal 30  Mei 2022,
PBK-00795/VIMWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022, namun
dibatalkan oleh Tergugat dengan menemitkan surat pembatalan
pemindahbukuan nomor S2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022
- dan diterima oleh Penggugat tanggal 27 Maret 2023;

Permohonan pemindahbukuan atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut

dilakukan oleh Penggugat dikarenakan dasar Tergugat (Pemeriksd ; %k}‘
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mengenakan PPN kepada Penggugat adalah adanya transaksi penyetoran

PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Penggugat di bulan Desember 2016

. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013 Tentang

Pelaksanaan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Penghasilan Dari

Pengalihan Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh

Wajib Pajak Yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan Dan Penentuan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak Atas

Tanah dan/atau Bangunan Oleh Waijib Pajak Yang Melakukan Pengalihan Hak

Atas Tanah dan/atau Bangunan;

Berdasarkan ketentuan dalam. SE tersebut diketahui bahwa:

(a). Pembayaran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh WP real estat dilakukan:

1) paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya
pembayaran, baik dengan cara tunai maupun angsuran, atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan

2) sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang
atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang, dalam hal jumlah seluruh pembayaran
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kurang dart jumlah bruto nilai
pengalihan hak;

Berdasarkan fakta dan data dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 22
Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26
Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB
Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September
2012, pada Pasal 1 diketahui bahwa transaksi tersebut telah dibayar secara
lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Dan dalam Pasal 4 diketahui
bahwa terjadi perpindahan kepada pihak lain untuk menempati sendiri,
menyewakan, melepaskan, menghibahkan, menjual, menukarkan,
menjaminkan, baik untuk kepentingan penerima kuasa sendiri atau untuk
kepentingan pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua:

Dengan demikian, seharusnya PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan terutang pada tanggal 15 Oktober 2012, 15 Juni

2014, 15 Oktober 2012, 15 Oktober 2012, 15 Juni 2014, 15 ompmg
SN ) =
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Oktober 2012. Dengan demikian tidak ada PPN terutang atas transaksi
tersebut di tahun 2016, melainkan terutang di bulan Oktober 2012, Juni 2014,
Oktober 2012, Oktober 2012, Juni 2014, Oktober 2012, dan Oktober 2012;

- Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara H. Saiful Arif (pihak pertama)
dan Bambang Soetiono beserta Widijanto (secara Bersama sama disebut
pihak kedua) sehubungan dengan transaksi pembebasan lahan untuk proyek

JIPE dan penunjangnya tertanggal Surabaya 20 Januari 2014 (nota
kesepakatan Bersama pada lampiran nomor urut 10);

Bahwa telah terjadi transaksi pembelian atau pembebasan lahan untuk proyek
JIIPE dengan nilai perkiraan Rp1.391.683.874.425. Nilai perkiraan PPh Final
Pasal 4(2) atas pengalihan lahan tersebut adalah sebesar 5% dan
Rp1.391.683.874.425 atau sebesar Rp69.584.193.721:

Terdapat kesepakatan pihak yang menanggung PPh Final Pasal 4(2) atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu Bapak H. Saiful Arif senilai
Rp32.500.000.000 dan Pihak kedua senilai sisanya yaitu Rp37.084.193.721
Nilai PPh Final Pasal 4(2) senilai Rp32.500.000.000, telah langsung
dipotongkan oleh pihak pembeli (PT BKMS) dan uang hasil pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh Bapak Saiful Arif dari PT
BKMS. (Terlampir surat kesepakatan Bersama dan surat keterangan terkait
keterlambatan pembayaran PPh Final Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan atas nama Saiful Arif yang dilakukan oleh PTBKMS

nomor 10)

. Penggugat telah melakukan Rekonsiliasi pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat
(2) oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) atas nilai yang
dibayarkan oleh PT BKMS atas transaksi pengalihan tanah dan/atau
bangunan setelah dilakukan pemotongan PHI Final Pasal 4 ayat (2) yang
menjadi tanggung jawab Saiful Arif (Penggugat) sesuai dengan Nota
Kesepakatan Bersama antara H. Saiful Arif (pihak pertama) dan Bambang
Soetiono beserta Widijanto (secara Bersama sama disebut pihak kedua)
sehubungan dengan transaksi pembebasan lahan untuk proyek JIIPE dan
penunjangnya tertanggal Surabaya 20 Januari 2014. (Bukti dokumen
Rekonsiliasi Pembayaran Untuk Pembelian Lahan, Transaksi d?ﬂ""‘l&r‘\’wlfﬁ

)

i 199/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024
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2014 sampai dengan Januari 2015, yang ditandatangani oleh Yati Silvia dan

Suryawan Fajar, bukti dokumen terlampir di nomor unit 23);

10. Penggugat telah menerima dan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT
BKMS) rincian atau daftar terkait Rekapitulasi Pajak Penjual H Saiful Arif Tahun
2014-2021 dengan jumlah total senilai Rp63.887.724.128 dimana didalamnya
terdapat rincian PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas 12 Bidang tanah yang sedang
diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak atas dikenakannya PPN oleh
Tergugat. (Buki rincian terlampir di nomor urut 24);

11. Surat tanggapan Klarifikasi pembayaran 12 bidang lahan Nomor
136.00/BKMS/DIR/V1/2023 Tanggal 7 Juni 2023 2023 dari PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera;

Berdasarkan tanggapan klarifikasi pembayaran 12 bidang lahan Nomor

136.00/BKMS/DIR/V/2023 Tanggal 7 Juni 2023 dari PT Berkah Kawasan

Manyar Sejahtera, diketahui bahwa dari 12 bidang lahan tersebut, 3

diantaranya adalah penyerahan bidang lahan yang dilakukan di bulan

November 2014, di bulan September 2012, dan di bulan Agustus 2014,

dengan rincian pengalihan tanah sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6

September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp5.710.000.000.
Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer
terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000.
Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama
Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar
Rp65.320.300.000. Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dar
pembayaran atas PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB
nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6
September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September 201 2, PPJB nomor
59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 53 Tanggal 6 September
2012 dengan nilai total sebesar Rp29.037.500.000 dan ditambah nilaj
transaksi atas PPJB yang lain.

2. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah anggal

!l M"-ﬂq
22 Mei 2014, dengan nilai transaksi adalah Rp2.000.000.000. Pem ay

A )
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dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 (bukti transfer terlampir) dengan nilai
transfer sebesar Rp50.000.000.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama
Saiful Arif pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar
Rp50.000.000.000

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB
nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014
dengan nilai total sebesar Rp4.000.000.000, dan ditambah nilai transaksi
atas PPJB yang lain.

. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6
September 2012, dengan nilai transaksi adalah
Rp5.648.000.000Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September
2012 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar
Rp65.320.300.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama
Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar
Rp65.320.300.000;

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB
nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6
September 2012, PPJB nomor 35 tanggal September 2012, PPJB nomor
53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012
dan PPJB nomor 29 Tanggal 6 September 2012 dengan total nilai sebesar
Rp29.037.500.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah fanggal 6
September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp6.000.0000 .000.
Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer
terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama
Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar

AN ZD7N
Rp65.320.300.000 / N
|,‘ / '_‘_/‘J' ._'
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Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB
nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6
September 2012, PPJB nomor35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012
dan PPJB nomor 26 Tanggal 6 September 2012 dengan total nilai sebesar
Rp29.037.500.000, dan ditambah nilaj transaksi atas PPJB yang lain.
Bahwa tanggal transaks;i jual beli bidang lahan adalah tanggal 22 Mei 2014,
dengan nilai transaksi adalah Rp2.000.0000.000. Pembayaran dilakukan

pada tanggal 23 Mei 2014 (bukti transfer terlampi

r) dengan nilai transfer
sebesar Rp50.000.000.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BN atas nama

Saiful Arif pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar
Rp50.000.000.000.

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB
nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 62 Tanggal 22 Meij 2014
dengan nilai total sebesar Rp4.000.000.000, dan ditambah nilai transaksi
atas PPJB yang lain.

Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6
September 2012, dengan nilai ransaksi adalah Rp3.598.000.000.
Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (

bukti transfer
telampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000;

12. Rekening Koran BNI dengan Nomor Rekening 028.75.111.11 atas nama

Saiful Arif:

Berdasarkan Rekening Koran BNI dengan Nomor Rekening 028.75.111.11

atas nama Saiful Arif, periode tahun 2012 dan 2014, didapatkan informasi

sebagai berikut:

1. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada
tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 53 Tanggal 6
September2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September2012, PPJB nomor
26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012,
PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 t

1992).6
September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang Iain y

y 2_>
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2. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp50.000.000.000 pada
tanggal 23 Mei 2014 untuk pembayaran PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei

2014, PPJB nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi
atas PPJB yang lain.

3. Bahwa Saiful Arf menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada
tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 29 Tanggal 6
September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012,
PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6
September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

4. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada
tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 26 Tanggal 6
September2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012
PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6
September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

5. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp50.000.000 pada tanggal 23
Mei 2014 untuk pembayaran PPJB nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB
Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB
yang lain.

6. Bahwa Saiful Arif menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada
tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 62 Tanggal 6
September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 35 tanggal 6 September 2012
PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 tanggal 6
September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain

7. Bahwa Saiful Arf menerima uang sebesar Rp65.320.300.000 pada
tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran PPJB nomor 35 Tanggal 6
September 2012, PPJB nomor 62 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor
53 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012,
PPJB nomor 29 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 59 ta gg 6

September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang Iam:>>
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13. Berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) atas 12 Bidang Tanah sesuai dengan objek tanah dalam
SKPKB PPN, diketahui bahwa objek pajak tanah yang dikenakan dalam
SKPKB PPN adalah sesuai dengan objek tanah yang tercantum dalam PPJB
(Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Berdasarkan Alamat, Nama Kepemilikan
dan Penyerahan sehubungan dengan November 12 Bidang Tanah
Sebagaimana Yang Tertuang Dalam 12 PPJB. (Bukti SPPT PBB atas 12
Bidang Tanah terlampir di lampiran nomor unit 42);

IV.Kesimpulan dan Usul Penggugat

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa :

1. Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Pasal 40 dan 41 UU Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak; .

2. Penggugat menolak Jumlah PPN Yang harus dibayar dalam Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 0019/207/16/612/20
tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016 berdasarkan
ketentuan dalam SAK ETAP dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;

Selanjutnya Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak

yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena
telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor
KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengurangan
Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)
Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak.;

3. Mengabulkan seluruhnya Gugatan yang diajukan Penggugat dengan
memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan SKPKB PPN Nomor
0019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016
sehingga perhitungannya menjadi:
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No Uraian Nilai Rupiah
1 | Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 2.755.840.000
2 | Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 275.584.000
3 | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0
4 | PPN Kurang Bayar 275.584.000
5 | Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) 275.584.000
6 | Jumlah PPN yang harus dibayar 551.168.000

atau ex aequo et bono :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan

gugatan ini berpendapat lain, maka mohon dapat memutuskan dengan
pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S-
42/STGWPJ.24/2023 tanggal 11 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

1. Berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan penggugat Nomor
03/SAIGUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diterima di Pengadilan
Pajak tanggal 24 Juni 2023, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Ya Tidak
a. Gugatan disjukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada  /

Pengadilan Pajak;
b.  Gugatan diajukan dalam jangka waktu:
- 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat: N
- 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;
c. Gugatan diajukan diluar jangka waktu:

- 30 (tiga puluh) hari karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat dengan -
dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Penggugat,

- 14 (empat belas) hari karena keadaan di luar kekuasaan luar Penggugat -
dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di kekuasaan
Penggugat;

d. Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan; v
e. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas; J
f. Gugatan digjukan dengan mencantumkan tanggal diterima, Surat

Keputusan/objek gugatan lainnya yang diterima 31 Mei 2023

g. Surat Gugatan dilampiri salinan dokumen yang digugat (sesuai dengan . N

dokumen yang diajukan gugatan)
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Ya Tidak
Surat Gugatan ditandatangani oleh Saiful Arif

Direktur bertindak selaku: %)

- Penggugat;

- Ahli Warisnya;

- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;

- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus;

Surat/sudar ketetapan pajak yang diajukan gugatan merupakan objek yang  +/
dapat diajukan gugatan.

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Gugatan Penggugat
memenuhi  ketentuan formal, karena tidak termasuk objek gugatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Il. URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN
bahwa Surat Keputusan nomor KEP-07800/NKEBMWPJ.24/2023 tanggal 31 Mei
2023 diterbitkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tergugat atas

permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar yang ke-2 dari Penggugat;

ILURAIAN SURAT GUGATAN
Pendapét Penggugat adalah sebagaimana tertulis di dalam Surat Gugatan
Nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023;

IV.TANGGAPAN ATAS GUGATAN

Setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan
dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari
penggugat sebagai berikut:
a. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan/Péra
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang:
Pasal 2 ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok
Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
Secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat
Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima)
tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak adalah Jumlah pajak yang terutang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti Jumlah pajak yang
terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang
terutang.

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhimya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur
secara fertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai
Pajak Perfambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Baraz@q

el
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temyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak
seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal

29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang
terutang; atau

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);
Pasal 13 ayat (3)

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d ditambah dengan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang
dibayar dalam satu Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang
dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan
dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor: atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang
dibayar.

Pasal 28

(1) Wejib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib
menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 29

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Pasal 36 ayat (1) huruf b

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Bajak

dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak ya@td\é f"i

benar; /K S
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Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf b
Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib
Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau
membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak
yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan
formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun
persyaratan matenal terpenuhi;

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009:

Pasal 4 ayat (1)
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaalan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean;

. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 7 ayat (1)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014

Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak

Pasal 2 ayat (3)

PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus diba /’send:n

oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, ‘berjan’;(a}a:n,"
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kesepakatan atau risalah lefang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari
2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan atau
Surat Tagihan Pajak:

Pasal 2 huruf b

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Pasal 16 ayat (8)

Direktur Jenderal Pajak dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (8) harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak

Pasal 1 angka 7

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap
keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

b. Data dan Fakta:

1. Kronologi pemeriksaan sebagai berikut,

No, Kronologls Pemeriksaan Nomor Tanggal |
1 |Pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada PEMB-09/WPJ.12/RIK SIS/2020 18/02/2020
Wajib Pajak
2 |Kelengkapan Peminjaman Dokumen Wajib Pajak
a. Surat Peminjaman Buku, Calalan, dan Dokumen S-20MVPJ.24/KP.0400/2020 17/03/2020
b. Surat Peringatan | S-27AVPJ 24/KP.0400/2020 16/06/2020
c. Surat Peringatan Il S-32WPJ.24/KP.0400/2020 08/07/2020
5 |Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) SPHP-00006WPJ.24/KP.0405/RIK. | 20/1 0/2020
SI8/2020
6 |Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP Tanpa nomor 27110/2020
7 |Undangan Pembahasan Akhir S-243MVPJ.24/BD.04/2020 02/11/2020
T T PRINT000003/WP. 24K SIS72078 %870’2/2@
&
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2. Dalam proses pemeriksaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan
Penggugat tidak meminjamkan dokumen yang diperiukan dalam
pemeriksaan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
dokumen vyang dipinjamkan oleh Tergugat hanya fotokopi Surat
pemyataan harta (tax amnesty) dan fotokopi SPT Tahunan;

3. Tergugat dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dengan Surat
Pengukuhan Pengusaha  Kena  Pajak  Nomor  S-
100PKPWWPJ.24/KP.0403/2020 tanggal 28 April 2020;

4. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan diatas, sejak tahun 2012, Tergugat

melakukan aktifitas transaksi penjualan tanah/kavling meliputi beberapa
desa di kecamatan Manyar yang pada lokasi tersebut akan dibangun
kawasan pelabuhan yang dikeliingi dengan komplek industri,
pergudangan dan perumahan;
Pengukuhan PKP atas Waijib Pajak karena Wajib Pajak telah memiliki
peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku
telah melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto
untuk pengusaha kecil (berdasarkan bukti setoran pajak, NTPN MPN);

Nomor Uraian Nilai

1 Pengalihan tanah th. 2012 260.420.000
2 Pengalihan tanah th. 2013 35.732.538.000
3 Pengalihan tanah th. 2014 313,129.833.560
4 Pengalihan tanah th. 2015 466.363.512.640
5 Pengalihan tanah th. 2016 92.404.397.500
(3 Pengalihan tanah th. 2017 567.458.260.920
7 Pengalihan tanah th. 2018 71.351.049.880
8 Pengalihan tanah th. 2019 298.282.131.760
9 Pengalihan tanah th. 2020 67.934.000.000

Total 1.912.916.144.260

5. Berdasarkan data pembayaran MPN, terdapat pembayaran PPh Final atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk Masa pfdék”
Desember 2016 dengan perincian sebagai berikut: ,A)‘\‘
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MASA PAJAK | TANGGAL BAYAR | JML SETOR NTPN
12122016 20161219 4 696 000 1306031202151510
12122016 20161219 4,500 000 600130113140001
.. 12122016 | 20161219 10200000 | 1402101300021100
12122016 20161219 9350000 |  614100605121214
12122016 20161219 | 5250000 |  403000406071015
_12122016 20161219 | 4000 000 810010013060203
12122016 20161219 1200000 [ 400070406140107
_ 12122016 | 201p1219 | 3700000 | 302041214141108
12122016 | = 20161229 | 26000000 | 214010513131505
~12122016 | 20161230 | 300000000 | DOA5D12QJL8GJ4NI
— 12122016 [~ 20161230 | 100.050 000 | A366GB100AQSLUENI
12122016 | "720161230 | 100 050 000 | 2B47011QBTRS2JNI
12122016 | 20161230 | 204075000 [ 1DO531186E1F7LNI
12122016 | 20161230 285500 000 |  943560USCTJTMNNI N
12122016 | 20161230 | 179.900000 | ABF150SOG12H7TNI
12122016 | 20161230 |~ 282 400 000 98559128BQTJPUNI
Jumilah 1.520.871.000

Koreksi DPP PPN berasal dari hasil equalisasi dengan objek PPh Final

pasal 4 (2) berupa pengalihan hak atas tanah untuk Masa Pajak Desember
2016;

Tanggal Bayar| MAP/KS NTPP Masa Pajek Tahun P3jak| Keterangan JumlzhBayar |tanfpph DPP PPN
30-DEC-2016 |0411/128402| DOASDL2QI8BMNI Oesember| 2016 | PPhFinal pengahantanah| 300000000 [ 2,5% 12.000.000.000
30-DEC-2016 INIU 128402| ABFISOSOGIZHTINI | Desember| 2016 | PPhFinal pengalibantansh|  179.500.000 [ 2,5% 7.136.000.000

30-DEC-2016 Iom/usauz S43550USCTITMNNI | Dasember| 2016 PPhFinal pengalihan tanah | 285.500.000
30-DEC-2016 IMIUHMZ 98559126BQUIPUNI | Dasember| 2006 PPhFinal pengaithantanah | 282,400,000
30-DEC-2016 Imwuwn 100531186E1F7LNI | Desember| 2016 PPhFinzl pengalihan tansh
30-DEC-2016 lMll/l.Z&’.UZ A3G6BIOORQSLUENI | Desember| 2016 PPhFinal pengalihan tanah
30-DEC-2016 lMilJlZ&dUZ BATOLOBTRSAINI | Desember| 2016 PPh Final pengalihan tanah

255 11.420.000.000
2.5% 11.236.000.000
204.075.000 | 2,5% 8.162.000.600
100.050.000 | 2.5% 4.002.000.000
100.050.000 | 2,5% 4,002.000.000

23-DEC-2016 [0411/126402 | 214010503131505,00 | Desember 216 {PPhFinal pengalihantansh|  26.000.000 [ 25% 1.049.000.000
13-DEC-2016 IM!UJIB—‘.OI 400070406140107,00 | Desember | 2016 PPhFinal pengalihan tanah 1200000 25% 48.000.000
13-DEC-2016 |0411/128402 | 810010013060203,00 | Desember| 2016 PPhFinal pengalihan tanah 4.000.000 [ 2,5% m,oooW
19-DEC-2016 |0411/128402 | 1402101300021100,00 | Desember| 2016 PPhFinal pengalihan tanah 10.200.000 [ 2.5% 408,000.000
19-DEC-2016 [0411/125402 | £03000406071015,00 | Desember| 2016 vPhFInaIpenyIIhiniana‘h 5.250.000 [ 25% 210.000.000
19-DEC-2016 |0411/128402 | 1306031202151510,00 | Desember | 2015 PPh Final pengalihan tansh 4696.000 | 2,5% 187,840.000

19.06C 046 J011/128402 | 3020412141411080 | Oesember| 2016 [ pPhinal pengaliantanah] 3700 o0 25% 145,000,000
19-DEC-2016 (0411/128402 | 600130113140001,00 | Desember| 2016 PPhFinal pengalihan tanah 4500,000

25% 150,000,000
19-DEC-2016 [0411/128402 | 614100605121214,00 | Desember| 2016 PPhFinal pengalihan tanah| — 9.350.000 [ 25% 374.000.000
Total 1:520871.000 §0.834.840,000

Sesual dengan PP nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Alas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Alas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Alas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya; PPh Final yang harus dibayar alas pengalihan Tanah
dan/atau bangunan adalah sebesar 2,5%
berlaku September 2016;

Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) alas Pengalihan Hak alas Tanah

dan/atau Bangunan menggunakan SSP atau e-Billing dengan kode
setoran Pajak 411128-402 keterangan PPh Final Pasal 4 ayat (2) alas

dari nilai pengalihan mulai

Pengalihan Hak alas Tanah dan/atau Bangunan; (cw '%""-\:
{ <t
~ J
P4
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Berdasarkan data pembayaran tersebut maka dapat diketahui nilai
pengalihan tanah Wajib Pajak selama tahun 2016;

7. Berdasarkan hal tersebut terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak
Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas Penyerahan yang PPN-nya harus
dipungut sendii untuk Masa Pajak Desember 2016 sebesar
Rp9.832.500.000, Dengan perhitungan sebagai berikut:

MENURUT KOREKSI
No. URAIAN Wajib Pajak | PEMERIKSA
(Rp) - (Rp) (Rp)
1 | Terutang PPN
a1l Ekspor 0 0 0
a2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut 0 [ 60.834.840.000 | 60.834.840.000
sendiri
a3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh 0 0 0
Pemungut PPN
a4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 0
a5 - Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 0 0 0
PPN
PPN Kurang Bayar 0| 6.083.484.000 | 6.083.484.000
Sanksi administrasi 0| 6.083484.000| 6.083.484.000
Jumlah PPN yang harus dibayar 0| 12.166.968.000 | 12.166.968.000

8. Kemudian atas dasar koreksi tersebut diatas, kepada Penggugat
diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa (SKPKB PPN) nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14
Desember 2020 ;

9. Penggugat mengajukan permohonan ke-1 pasal 36 ayat 1 huruf (b) atas
SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020
Masa Pajak Desember 2016. Alasan Penggugat adalah Bahwa telah
dilakukan Pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan dan telah
diterbikan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-
07287/NKEBWPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022;

10. Penggugat kembali mengajukan permohonan ke-2 pasal 36 ayat 1 huruf
(b) atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember
2020 Masa Pajak Desember 2016. Alasan Penggugat adalah Bahwa telah
dilakukan Pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan da/n/ 1e[am

- 7’
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diterbikan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-
07800/NKEBMPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023;

d. Tanggapan tergugat:

1. Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.03/2013 mengatur bahwa Standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dan standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak;

Pasal 4 huruf b dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktuf Jenderal Pajak

Nomor PER-23/PJ/2013 mengatur bahwa Pemeriksaan dilaksanakan

dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode Pemeriksaan dan

Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (audit program)

yang telah disusun;

3. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktuf Jenderal Pajak Nomor PER-
23/PJ2013 mengatur bahwa Pelaksanaan dan pelaporan Pemeriksaan
mengacu pada Pedoman Petunjuk Teknis, dan/atau Petunjuk
Pelaksanaan di bidang Pemeriksaan;

4. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 diatur bahwa
Metode Pemeriksaan terdiri atas Metode Langsung dan Metode Tidak
Langsung. Metode Tidak langsung digunakan dalam hal Metode Langsung
tidak dapat diterapkan;

5. Selama proses pemeriksaan Penggugat tidak memenuhi semua
peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang diminta oleh Pemeriksa,
sehingga pemeriksa tidak bisa melakukan pengujian secara langsung
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;

6. Dengan demikian, Pemeriksa menetapkan besar pajak yang terutang
berdasarkan data yang ada, telah sesuai dengan ketentuan;

7. Atas alasan Penggugat bahwa atas pembayaran PPh Final tersebut telah
dilakukan pemindahbukuan, Tergugat berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa atas pembayaran yang diajukan pemindahbukuan oleh

Penggugat, telah diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam 81th
Final nomor 00064/540/16/612/20; B
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2) Bahwa berdasarkan data administrasi DJP, atas SKPN PPh Final nomor
00064/540/16/612/20 yang dimana dalam SKPN tersebut terdapat
objek PPh Final pengalihan tanah yang juga merupakan DPP PPN,
tidak terdapat produk hukum yang membatalkan dan atau
mengurangkan SKPN tersebut;

3) Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan
Penyetoran Pajak mengatur bahwa pembayaran pajak yang tercantum
dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan
Pemindahbukuan  dalam hal pembayaran tersebut belum
diperhitungkan -~ dengan pajek yang terutang dalam Surat
Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak,

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB
dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang
(PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan:

4) Sesuai ketentuan tersebut di atas, maka atas pembayaran tersebut
tidak dapat dipindahbukukan:;

5) Bahwa atas Bukti Pemindahbukuan yang disampaikan oleh Penggugat
dalam surat permohonan, telah dilakukan pembatalan oleh KPP Madya
Gresik dengan surat nomor S-2334/KPP2417/2022 tanggal 11
November 2022;

6) Berdasarkan dokumen yang disampaikan Wajib Pajak, pada PP Nomor
34 Tahun 2016 dijelaskan, atas penghasilan yang diteima atau
diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah
dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang PPh yang bersifat
final;

7) Penyerahan tanah dan/atau bangunan dengan tujuan diperjualbelikan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang

PPN adalah objek PPN;
8. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas

PP Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Penghasnan,atas

Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunar hwa
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berdasarkan data MPN terdapat pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Penggugat didapatkan

informasi tanggal pembayaran dan Masa Pajak pengalihan objek pajak
sebagai berikut:

Tanggal Bayar| ‘MAP/KIS | SR TP Masa Pajak | Tahun Pajak | Jumlah Bayar
30-DEC-2016 |0411/128402| A8F15050G12H7TNI | Desember 2016 179.900.000
30-DEC-2016 [0411/128402| DOASD12QUL86JANI | Desember 2016 300.000.000 |
30-DEC-2016 |0411/128402 98559128BQTJPUNI | Desember 2016 282.400.000 i
30-DEC-2016 |0411/128402| 1D0531186E1F7LNI | Desember 2016 204.075.000 1
30-DEC-2016 |0411/128402| A366B100AQSLUENI | Desember 2016 100.050.000 \
30-DEC-2016 |0411/128402| 2847011QBTRSNI Desember 2016 100.050.000
30-DEC-2016 |0411/128402| 943560USCTITMNNI | Desember 2016 285 500.000
23-DEC-2016 0411/128402| 214010513131505 | Desember 2016 26.000.000
19-DEC-2016 |0411/128402| 1402101300021100 | Desember 2016 10.200 000
19-DEC-2016 |0411/128402[ 810010013060203 | Desember 2016 4.000.000
19-DEC-2016 |0411/128402  400070406140107 | Desember 2016 1.200 000
19-DEC-2016 |0411/128402  403000406071015 | Desember 2016 5.250.000
15-DEC-2016 |0411/128402 614100605121214 | Desember 2016 9.350.000
19-DEC-2016 |0411/128402 600130113140001 | Desember 2016 4.500.000
15-DEC-2016 |0411/128402( 1306031202151510 | Desember 2016 4.696.000
19-DEC-2016 |0411/128402 302041214141108 | Desember 2016 3.700.000
1susTOTAL 1.520.871.000

9. Berdasarkan salah satu dokumen yang diberikan Penggugat yaitu Nota
kesepakatan bersama antara pihak Penggugat dan pihak PT. Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT. BKMS) diketahui bahwa:

a. perkiraan transaksi s.d tanggal 12 Desember 2013 adalah
Rp1.391.683.874.425

b. perkiraan pembayaran PPHTB + Rp69.584.193.721

c. Wajib Pajak akan menanggung pembayaran PPHTB sebesar
Rp32.500.000.000
d. PT. BKMS akan menanggung sisa pembayaran PPHTB tersebut;

10. Berdasarkan dokumen yang diberikan Penggugat yakni surat tanggapan
dari PT. BKMS kepada Penggugat, dimana dalam surat tersebyt
menyebutkan bahwa PT. BKMS telah membayar sejumlah uang melalui
transfer kepada Penggugat;

Dari informasi diatas diketahui bahwa PT. BKMS telah melakukan

pembayaran pembelian tanah namun fidak menjelaskan terkait

pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) tahun pajak 2012 dan 2014 terkait
PR AN

transaksi pembelian tanah; i’/y\\

A
i
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11. Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang disampaikan (transfer
pembayaran dari PT. BKMS kepada Penggugat yang dilakukan pada
tahun 2012 dan 2014) dengan pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2)
yang dilakukan pada tahun 2016 sehingga dokumen berupa surat
tanggapan dari PT. BKMS kepada Penggugat tidak dapat
dipertimbangkan;

12. Pada proses permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan
Pajak yang tidak benar ke-2 Tergugat telah meminta dokumen yang
mendukung pemmohonan Penggugat pada saat pembahasan pertama
antara lain yaitu:

a) Rekening koran semua bank a.n Saiful arif

b) SSP PPh Final

c) Dokumen Tax Amnesty

d) Copy akta jual beli (AJB tanah, Bukti pelunasan, bukti pembayaran
pajak tahun 2016) ~

e) Dokumen lain pendukung alasan permohonan Penggugat

dengan memberikan jangka waktu 1 minggu setelah dilakukan
pembahasan pertama, namun sampai dengan batas waktu yang
ditentukan Penggugat tidak memenuhi semua dokumen yang diminta:

13. Terkait pemyataan Penggugat bahwa Penggugat telah mengikuti Tax
Amnesty sehingga Tergugat melakukan penelitian terhadap data harta
yang dilaporkan dalam Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), diketahui
bahwa tidak ada harta berupa kas/rekening yang dilaporkan dalam 7ax
Amnesty Penggugat, hal tersebut bertentangan dengan pemyataan
Penggugat yang menyatakan telah melaksanakan kewajiban
perpajakannya dengan mengikuti Tax Amnesty, dan Tergugat tidak dapat
melakukan pengujian apakah Penggugat sudah melaporkan seluruh
asetnya baik berupa kas tunai maupun rekening bank yang d‘m@g

\
/ "
f e AN -ty
- WNUTE b

didalam Tax Amnesty, (-

17
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Data informasi daftar harta dalam SPT PPh terakhir:

No. Tahun
Nama Harta S Nilai yang dilaporkan
1 |Alat transportasi lainnya 2003 30.000.000
2 [Mobi 2005 100.000.000
3__|Tanah atau Lahan untuk Usaha 2000 91.000.000
4_ |Tanah atau Lahan untuk Usaha 2003 134.500.000
S __[Tanah atau Lahan untuk Usaha 2003 45.750.000
6__{Tanah atau Lahan untuk Usaha 2000 22.300.000
7__|Tanah atau Lahan untuk Usaha 2005 21.400.000
8 _|Tanah atau Lahan untuk Usaha 2005 134.400.000
9 |Tanah atau Lahan untuk Usaha 2003 22.250.000
10_{Tanah atau Bangunan Tempat Tinggal 2004 350.000.000
11_|Tanah atau Bangunan Tempat Tinggal 2014 4.000.000.000
12_|Alat transportasi lainnya 2006 75.000.000
13 _|Alat transportasi lainnya 2006 75.000.000
14 [Tanah atau Lahan untuk Usaha 2007 153.500.000
15 |Mobil 2009 865.000.000
16 |Sepeda Motor 2013 500.000.000
TOTAL 6.620.100.000

14. Data informasi dasar pengenaan uang tebusan yang dilaporkan oleh
Penggugat (data terlampir):

No.| Kode hara Nama harla Keferangan
1 062 Tanah dan/atau bangunan tempat usaha No. 15.d 533
2 043 Kendaraan bermotor No 534 s.d 540
3 061 Tanah dan/alau bangunan tempat tinggal No. 541 s.d 547

15. Berdasarkan Pasal 18 Tahun 2016 Undang-undang (UU) tentang
Pengampunan Pajak menyatakan bahwa "Dalam hal Waijib Pajak telah
memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data
dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan
dalam Surat Pemyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai
tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat
ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.":

16. Seluruh prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan,
sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak
yang tidak benar;

17. Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk
membuktikan alasannya, namun sampai dengan dibuatnya laporan,

Penggugat tidak memberikan data rekening koran untuk mer?@x
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yaitu transaksi yang terjadi antara Tahun 2012 s.d 2015, dan kas maupun

rekening bank yang dilaporkan dalam Tax Amnesty,

18. Berdasarkan hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa:

a) Penerbitan Surat Tagihan Pajak nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14
Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
beraku;

b) Penerbitan Surat Keputusan Tergugat nomor
KEP-07800/NKEBMPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 juga telah sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

V. KESIMPULAN DAN USUL
1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian surat gugatan, data dan dokumen sebagaimana

diuraikan pada bagian | s.d. IV di atas, maka disimpulkan bahwa:

1. Surat gugatan Penggugat nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni
2023 berdasarkan pencliian dan sesuai data yang ada memenuhi
ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dan Pasal 41
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Surat Keputusan nomor KEP-07800/NKEBAWPJ.24/2023 tanggal 31 Mei
2023 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku;

2. Usul

menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat
Keputusan KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang

Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajakatas
nama Saiful Arif NPWP 07.885.136.7-612.000: [ /&é\
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Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti
berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-
masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-53 sebagai berikut:

BuktiP-1.  Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/PJMWPJ.24/2023
tanggal 31 Mei 2023;

BuktiP-2.  Keputusan Tergugat Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal
23 November 2022;

BuktiP-3.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20
tanggal 14 Desember 2020;

Bukti P-4.  Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar Nomor 003/SA-VII/P.SKP-PPN/2022 tanggal 27 Juni 2022:

BuktiP-5.  Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar Nomor 021-2/01/SA-PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023;

BuktiP-6. Surat Kuasa Khusus Nomor .017/HSA-PJKMINI2023 tanggal 25
Agustus 2023 atas nama Budi Tjipfono;

Bukti P-7.  Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 021/HSA-PJK/NVI11/2023 tanggal 25
Agustus 2023 atas nama Sigit Wijanarko;

Bukti P-8.  Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Tjiptono:

Bukti P-9. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sigit Wijanarko:

Bukti P-10. Kartu Tanda Penduduk atas nama Saiful Arif:

Bukti P-11. Keputusan lzin Kuasa Hukum atas Nomor KEP-1 93/PP/IKH/2023
tanggal 15 Februari 2023 atas nama Budi Tjiptono beserta Kartu Kuasa
Hukum;

Bukti P-12. Keputusan Izin Kuasa Hukum atas Nomor KEP-1004/PP/IKH/2021

tanggal 4 Oktober 2021 atas nama Sigit Wijanarko beserta Kartu Kuasa
Hukum;

Bukti P-13. Matriks Sengketa:

Bukti P-14.  Surat penjelasan Nomor 03/SBDES/SA-GUGATAN/IX/2023 tanggal 20
September 2023 tentang Bantahan;

Bukti P-15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nl|al Ma§a‘\
Pajak Desember 2016: 3

\
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Bukti P-16.

Bukti P-17.

Bukti P-18.
Bukti P-19.
Bukti P-20.
Bukti P-21.

Bukti P-22.
Bukti P-23.
Bukti P-24.
Bukti P-25.
Bukti P-26.
Bukti P-27.
Bukti P-28.

Bukti P-29.
Bukti P-30.

Bukti P-31.

Bukti P-32.

Bukti P-33.

Bukti P-34.
Bukti P-35.

Bukti P-36.
Bukti P-37.
Bukti P-38.
Bukti P-39.

JAWABAN KANWIL PERMOHONAN KE-1 36B SKPKB PPN
DESEMBER 2016;

JAWABAN KANWIL PERMOHONAN KE-2 36B SKPKB PPN
DESEMBER 2016;

Surat Pembatalan SKPKB PPN Desember 2016 SA Ke-1;

Surat Pembatalan SKPKB PPN Desember 2016 SA Ke-2;

Surat Pembatalan SKPN PPh Final 4(2) Desember 2016 SA Ke-1;
Tanda Terima atau Resi Pembatalan 36B SKPKB PPN MARET, MEI,
DESEMBER 2016;

Bukti Pembayaran PPh Final 4(2);

Nota Kesepakatan Bersama SA, BKMS, AKR;

Data Pembayaran dari PT BKMS terkait PPJB;

Rekening koran SA terkait pembayaran PPJB;

Bukti Pemindahbukuan;

Surat permohonan pemindahbukuan;

Surat Pembatalan Pemindahbukuan (Pbk) dengan nomor surat S-
2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022;

Resi penerimaan surat pembatalan pbk tanggal 27 Maret 2023;

data dengan nomor
26/PD/KPP.2417/2023 pada tanggal 16 Februari 2023,
Bukti Penerimaan Surat Perubahan Data Alamat Nomor S-
96/KPP.2417/2023 Tanggal 16 Februari 2016;

Surat  update alamat surat S-

Bukti chat WhatsApp Messanger kuasa hukum penggugat dengan
penelaah keberatan (bapak wahyu);

Tanda Terima Laporan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor S-
00000198/LAP.PHT/WPJ.24/KP.04/2018 Tanggal 27 Maret 2018.:
SPPT PBB;

Dokumen Rekonsiliasi Pembayaran Untuk Pembelian Lahan,
Transaksi dari Januari 2014 sampai dengan Januari 2015;
Rekapitulasi Pajak Penjual H Saiful Arif Tahun 2014-2021;

Matriks Bukti Pembayaran 12 Bidang Tanah;
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Bukti P-40.
Bukti P-41.
Bukti P-42.

Bukti P-43.
Bukti P-44.
Bukti P-45.
Bukti P-46.
Bukti P-47.
Bukti P-48.
Bukti P-49.

Bukti P-50.

Bukti P-51.

Bukti P-52.
Bukti P-53.

PPJB;

Rekonsiliasi Pembayaran untuk pembelian lahan 2014-2015;

Nota Kesepakatan Bersama dan Surat Keterlambatan Pembayaran
PPh Final BKMS;

Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan Syaiful Arif,

PT BKMS - HGB 44 (Ex HJ CHOLIFAH),

SHGB 00191;

SHGB 00192;

Surat Jawaban BKMS Perbedaan Luas Tanah_Gabungan;

SPPT PBB Desember 2016;

Bukti Transfer BKMS + Rekening Koran Saiful Arif - PPJB Nomor 31
Tanggal 07 Maret 2013;

Surat Nomor 22/HAS-BKMS/IX/23 tanggal 04 September 2023 tentang
Pemohonan pemberian Keterangan atau Penjelasan Terkait
Perbedaan Luasan Tanah (Objek Pajak) antara Luasa Tanah yang
Tercantum di Surat pembentauan pajak Terhutang (SPPT) dan Yang
Tercantum di Perjanjian Pengikatan Jual Beli;

Surat Nomor 02.004.00/BKMS/DIR/IX/2023 tanggal 20 September
2023 tentang Tanggapan Klarifikasi Terkait Perbedaan Luasan Tanah;
File Excel - Rekap SSP, PPJB, SPPT dan AJB_Update 4;

Pendapat Akhir Nomor 08/PA/SA-GUGATAN/XI/2023 tanggal 20
Februari 2024;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan persidangan mengajukan
alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing djberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

Bukti T-1.

Bukti T-2.

Bukti T-3.

Keputusan Tergugat Nomor
tanggal 31 Mei 2023;

Keputusan Tergugat Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal
23 Novemb_er 2022;

KEP-07800/NKEB/PJWPJ.24/2023

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20

tanggal 14 Desember ZOZ?@

-
»"w
\ 1'i
\ P
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Bukti T-4. Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar Nomor 003/SA-VII/P.SKP-PPN/2022 tanggal 27 Juni 2022;

Bukti T-5.  Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar Nomor 021-2/01/SA-PPN2/2023 tanggal 17 Januari 2023;

Bukti T-6.  Matriks Sengketa;

Bukti T-7.  Surat Tanpa Nomor tanggal 25 Agustus 2023 tentang Kronologis dan
Penjelasan Terkait Dasar Sengketa Gugatan;

Bukti T-8. Surat Tanpa Nomor tanpa tanpa tanggal tentang Penjelasan Terkait
Sengketa Gugatan;

Bukti T-9.  Surat Nomor S-1269/PJ/WPJ.24/2023 tanggal 05 Desember 2023
tentang Penjelasan Tertulis Tambahan;

Bukti T-10. Surat Nomor S-20/WPJ.24/BD.0400/2020 tanggal 17 Maret 2020
tentang Pemmintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;

Bukti T-11. Surat Nemor S-027/WPJ.24/BD.0400/2020 tanggal 16 Juni 2020
tentang Peringatan |;

Bukti T-12. Surat Nomor S-32/WPJ.24/BD.0400/2020 tanggal 08 Juli 2020 tentang
Peringatan II;

Bukti T-13. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-
3/CBT/KPP.2417/2023 tanggal 31 Januari 2023;

Bukti T-14. Surat Tanpa Nomor tanggal 17 Januari 2024 tentang Penjelasan
Tertulis Tambahan;

Bukti T-15. Pendapat Akhir Nomor S-978/PJAWPJ.24/2023 tanggal 23 Oktober
2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor KEP-
07800/NKEB/PJWPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembatalan Ketetapan
Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14
Desember 2020 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Waiib

Pajak, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 377 7

[ oy
Halaman 51 dari 95 halaman. Putusan Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024 -
Saiful Arif

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan
pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas
pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 03/SA/GUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023, dibuat

dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan

Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan

mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan

salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh kuasa yang berhak

menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (6),

dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah
penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-07800/NKEB/PJ/WPJ.24/2023 tanggal

31 Mei 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember

2016 Nomor 00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Berdasarkan Pasal

36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh

Pengugat;

bahwa terkait dengan gugatan tersebut, Penggugat memberikan kronologis sebagai

berikut:

1. Penggugat tidak memiliki arsip dokumen berupa serah terima dokumen yang
dipinjamkan dalam proses pemeriksaan. Namun Penggugat telah memberikan
cukup dokumen pada saat Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b atas SKPKB
PPN Nomor 00019/207/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak
Desember 2016 untuk membuktikan bahwa transaksi pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan tersebut bukanlah objek pengalihan pada tahun 201 6, namun
objek pengalihan pada tahun 2012 dan 2014 sesuai dengan PPJ_I

f . /.A,«
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Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor
29 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012,
PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September
2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012
2. Penggugat belum pemah menerima dokumen surat PKP secara jabatan dengan
Surat  Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor  S-
100PKP/WPJ.24/KP.0403/2020 tanggal 28 April 2020 tersebut, sehingga pada
tanggal 13 Oktober 2021 Penggugat mengirim surat kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Madya Gresik terkait permohonan penjelasan PKP secara
jabatan. Dapat diketahui bahwa Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan
pada saat proses pemeriksaan. Pada tanggal 31 Januari 2023, penggugat
menerima Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-
3/CBT/KPP2417.2023 Tanggal 31 Januar 2023. Padahal sebelumnya
Penggugat tidak pemah menyampaikan permohonan pencabutan PKP. Dengan
demikian, Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-
3/CBT/KPP.2417.2023 Tanggal 31 Januari 2023 adalah pencabutan PKP Secara
Ja:batan oleh Tergugat. Dengan kata lain, Tergugat memahami bahwa atas
Penggugat tidak seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, mengingat pada tahun-
tahun setelah 2016, terdapat data pem\bayaran PPh Final Pengalihan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan
dengan jumlah pembayaran PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan tahun 2016. Dengan demikian, Tergugat mengetahui bahwa transaksi
pembayaran PPh Final tersebut adalah transaksi di tahun 2012, 2013, dan 2014.

3. Penggugat telah mengikuti program pengampunan pajak dengan Tanda Terima
Laporan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor  S-
00000198/LAP.PHT/WPJ.24/KP.04/2018 Tanggal 27 Maret 2018, sehingga untuk
transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di tahun pajak 2012-
2015 seharusnya tidak diperhitungkan lagi sebagai pajak yang terutang. Nilai
uang tebusan pada saat mengikuti Program Pengampunan Pajak adalah
sebesar Rp788.264.833, dengan nilai asset bersih yang diungkapkan sebesar
Rp70.412.741.650.

4. Berdasarkan tanggapan Kklarifikasi pembayaran 12 bidang [aha{n/bl’gmor
156.00/BKMS/DIR/V/2023 Tanggal 7 Juni 2023 dari PT. Berkah Kawas

i
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Sejahtera, diketahui bahwa dari 12 bidang lahan tersebut, 7 diantaranya adalah
penyerahan bidang lahan yang dilakukan di bulan September 2012, Mei 2014,
September 2012, September 2012, Mei 2014, September 2012, September 2012
dengan rincian pengalihan tanah sebagai berikut:

a. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6
September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp5.710.000.000.
Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer
terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif
pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar
Rp65.320.300.000.

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62
tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB
nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September
2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 53 Tanggal
6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp29.037.500.000 dan ditambah
nilai transaksi atas PPJB yang lain.

b. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 22
Mei 2014, dengan nilai transaksi adalah Rp2.000.000.000. Pembayaran
dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 (bukli transfer terlampir) dengan nilai
transfer sebesar Rp50.000.000.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nhama Saiful Arif
pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000
Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 60
tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 dengan nilai
total sebesar Rp4.000.000.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang
lain.

c. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6
September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp5.648.000.000
Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti A
terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000. :’J

Halaman 54 dari 95 halaman. Putusan Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun-2024
Saiful Arif

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif
pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar
Rp65.320.300.000

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62
tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB

nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September
2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 29 Tanggal

6 September 2012 dengan total nilai sebesar Rp29.037.500.000, dan

ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6
September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp6.000.0000.000.
Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer
terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000
Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif
pada fanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar
Rp65.320.300.000
Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62
tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB
nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September
2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 26 Tanggal
6 September 2012 dengan total nilai sebesar Rp29.037.500.000, dan
ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

. Bahwa tanggal transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 22 Mei 2014,
dengan nilai transaksi adalah Rp2.000.0000.000. Pembayaran dilakukan pada
tanggal 23 Mei 2014 (bukti transfer terlampir) dengan nilai transfer sebesar
Rp50.000.000.000.

Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif
pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar Rp50.000.000.000.

Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 60

( '-( A _,j‘ 3.
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total sebesar Rp4.000.000.000, dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang
lain.

f. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6
September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp3.598.000.000.
Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukli transfer
terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000
Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif
pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar
Rp65.320.300.000
Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 26
tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB
nomor 35 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September
2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 62 Tanggal
6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp29.037.500.000, dan
ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain

g. Bahwa tanggal terjadinya transaksi jual beli bidang lahan adalah tanggal 6
September 2012, dengan nilai transaksi adalah Rp4.081.500.000.
Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2012 (bukti transfer
terlampir) dengan nilai transfer sebesar Rp65.320.300.000
Pembayaran transaksi jual beli bidang lahan dibayar oleh PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (PT BKMS) ke rekening Bank BNI atas nama Saiful Arif

pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer sebesar
Rp65.320.300.000
Nilai transfer tersebut adalah akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor 62
tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 53 tanggal 6 September 2012, PPJB
nomor 26 tanggal 6 September 2012, PPJB nomor 29 tanggal 6 September
2012, PPJB nomor 59 tanggal 6 September 2012 dan PPJB nomor 35 Tanggal
6 September 2012 dengan nilai total sebesar Rp29.037.500.000, dan
ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

5. Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara H. Saiful Avrif (Pihak

Pertama/Pihak Penggugat) dengan PT. Berkah Kawasan Manyar Seja\
K

(BKMS) dan PT. AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pjha

/
& )
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Kedua/Pihak Pembeli), Para Pihak sepakat bahwa akan melakukan
pembayaran PPHTB (Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas Tanah
dan/atau Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan hak atas Tanah dan/atau
Bangunan) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan
perkiraan PPHTB adalah 5% dari Rp1.391.683.875.425 yaitu kurang lebih
sebesar Rp69.584.193.721 dan perkiraan BPHTB adalah 5% dari
Rp1.391.683.875.425, yaitu kurang lebih sebesar Rp69.584.193.721. Pihak
Pertama/Pihak Penggugat/Penjual memohon bantuan kepada Pihak
Kedua/Pembeli terkait pembayaran PPHTB, dimana Pihak Pertama/Pihak
Penggugat/Penjual menyediakan uang untuk pembayaran PPHTB tersebut
untuk transaksi sampai dengan 12 Desember 2013 adalah sebesar
Rp32.500.000.000. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua/Pembeli
setuiu untuk menanggung selish  PPHTB Pihak = Pertama/Pihak
Penggugat/Penjual  dikurangi Rp32.500.000.000, atau sejumlah
Rp37.084.193.721 adalah PPHTB yang ditanggung Pihak Pembeli (PT BKMS).
Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual dan Pihak Kedua/Pembeli akan
segera menyelesaikan pembayaran PPHTB dan BPHTB selambat-lambatnya
pada 14 Februari 2014. Namun, Pihak Kedua/Pihak Pembeli baru menyetorkan
PPh Final Pasal 4(2) dengan menuliskan Masa Pajak Desember 2016 yang
dibayarkan pada 12 Desember 2016, seharusnya Pihak Kedua/Pembeli
menyetorkan PPh Final Pasal 4(2) dengan masa pajak September 2012, Mei
2014, September 2012, September 2012, Mei 2014, September 2012 dan
September 2014 sesuai dengan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan dan pelunasan sesuai dengan Pasal 1 PPJB Nomor 53 Tanggal 6
September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29
Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB
Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012,

PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012.

. Berdasarkan data Rekonsiliasi Pembayaran untuk Pembelian Lahan Transaksi
dari Januari 2014 Sampai dengan Januari 2015 yang ditandatangani oleh Ibu Yati
Silvia (Istri dari Saiful Arif/Penggugat) dan Bapak Suryawan Fajar (Pihak PT.
Berkah Kawasan Manyar Sejahtera), diketahui bahwa telah terjadi pembiéﬁgan
PPHTB sebesar Rp32.500.000.000 denga rincian sebagai berikut: \’ /V#/
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a) 23 Mei 2014: Rp13.000.000.000
b) 4 September 2014: Rp13.000.000.000
¢) 8 Januari 2015: Rp6.500.000.000

Berdasarkan equalisasi dengan objek PPh Final Pasal 4(2) berupa pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan untuk Masa Pajak Desember 2016, nilai DPP
PPN menurut Tergugat senilai Rp60.834.840.000. Menurut Penggugat, Nilai DPP
PPN adalah senilai Rp58.079.000.000 berdasarkan PPJB dengan rincian
sebagai berikut:

a) Nomor 26 Tanggal 6 September 2012: Rp12.000.000.000

b) PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012: Rp8.163.000.000

c) PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012: Rp11.296.000.000

d) PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014: Rp4.002.000.000

e) PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014: Rp4.002.000.000

f) PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012: Rp11.420.000.000

g) PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012: Rp7.196.000.000
Yang merupakan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi
pada tahun 2012 dan 2014.
Sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang terjadi di tahun 2016. Atas hal tersebut, Penggugat telah
mengajukan Permohonan pemindahbukuan dengan nomor surat 2/SA/5/22
tanggal 11 Mei 2022, 06/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 7/SA/5/22 tanggal 11 Mei
2022, 8/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 9/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022, 10/SA/5/22
tanggal 11 Mei 2022, 12/06/SA/2022 Tanggal 14 Juni 2022 dan dikabulkan oleh
Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor:
a. PBK-00726/VIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022,
b. PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022,
c. PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Mei 2022,
d. PBK-00728/VIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022,
e
f

. PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022,
. PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 20 Mei 2022,
g. PBK-00795/VI/IWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022. _
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7. Penggugat mengajukan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) yang ke-1 atas
SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020 Masa
Pajak Desember 2016 dengan alasan:

“Bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan nomor

sebagai berikut:

a. Nomor PBK-00726/VIMWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012

b. Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012

c. Nomor PBK-00698/VAWWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Maaret 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012

d. Nomor PBK-00728/MI/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014

e. Nomor PBK-00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014

f. Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022
dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012

g. Nomor PBK-00795/VIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022

~ dikarenakan pada saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan
sesuai PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012

Sehingga Pada Masa Desember 2016, sebenamya Penggugat tidak melakukan

transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan.”
Namun ditolak oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral
Pajak Nomor KEP-07287/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 23 November 2022.

8. Penggugat mengajukan Permohonan Pasal 36 Ayat 1 Huruf (b) yang ke-1 atas
SKPN PPh Final Pasal 4(2) Nomor Nomor 00064/540/16/612/20 Ta’r%fgﬁm

Desember 2020. Alasan Penggugat adalah: e ;.},\/'
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“Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan dengan bukti Pemindahbukuan

sebagai berikut:

a. Nomor PBK-00726/VI/IWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai
PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012

b. Nomor PBK-00677/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai
PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012

c. Nomor PBK-00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai
PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012

d. Nomor PBK-00728NIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai
PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014

e. Nomor PBK-00691NV/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai
PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014

f. Nomor PBK-00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai
PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012

g. Nomor PBK-00795/VIIWPJ.24/KP.1703/2022  Tanggal 22 Juni 2022
dikarenakan saat terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai
PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012."

9. Tergugat (KPP Madya Gresik) pada tanggal 11 November 2022 menyampaikan

surat Pembatalan Pemindahbukuan (Pbk) dengan nomor surat S-
2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November 2022, yang diterima oleh Penggugat
pada tanggal 27 Maret 2023 dengan alasan bahwa pembayaran PPh Final Pasal
4(2) atas Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah diperhitungkan
sebagai pengurang PPh Final terutang/dikreditkan dalam Surat Ketetapan Pajak
Nihil (SKPN) PPh Final.
10. Oleh sebab itu Penggugat sedang dalam proses mengajukan Permohonan
Pasal 36 Ayat 1 Huruf (b) yang ke-2 atas SKPN PPh Final Pasal 4(2)/ r
Nomor 00061/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020. melalui su%

e
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1.

00064/540/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020. melalui surat nomor

027.2/04/SA-FNL/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dengan alasan:

‘Bahwa diketahui saat terutang PPh Final adalah saat pelunasan sesuai

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 53 Tanggal 6 September 2012,

PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September

2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22

Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35

Tanggal 6 September 2012, disebutkan di dalam Pasal 3 PPJB tersebut bahwa

pihak pertama (pihak penjual/Saiful Arif) telah menerima pembayaran

pelunasan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pihak kedua

(pihak pembeli/PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera). Berdasarkan

ketentuan dalam peraturan perundangan perpajakan dalam PP Nomor 71

tanggal 2008, dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa saat terutang PPh Final

Pasal 4(2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah saat

terjadinya transaksi. Berdasarkan PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012,

PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September

2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22

Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35

Tanggal 6 September 2012, diketahui bahwa saat terjadinya transaksi adalah

Tanggal 6 bulan September tahun 2012, Tanggal 22 bulan Mei tahun 2014,

Tanggal 6 bulan September tahun 2012, Tanggal 6 bulan September tahun

2012, Tanggal 22 bulan Mei tahun 2014, Tanggal 6 bulan September tahun

2012, Tanggal 6 bulan September tahun 2012."

Penggugat telah mengajukan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) yang ke-2

atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 Tanggal 14 Desember 2020

Masa Pajak Desember 2016 dengan alasan:

“Bahwa telah dilakukan pemindahbukuan atas:

a. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa
September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00726/VIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB N/c%gwggiﬂ
Tanggal 6 September 2012, :"FG
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b. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa
September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00677/VIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 27 Mei 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasan sesuai PPJB Nomor 35
Tanggal 6 September 2012,

c. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa
September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00698/ VWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 31 Mei 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 29
Tanggal 6 September 2012,

d. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa Mei
2014 dengan bukdi pemindahbukuan Nomor PBK-
00728/VIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 3 Juni 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 60
Tanggal 22 Mei 2014,

e. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa Mei
2014 dengan bukdi pemindahbukuan Nomor PBK-
00691/ V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 62
Tanggal 22 Mei 2014,

f. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa
September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00690/V/WPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 30 Mei 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 53

Tanggal 6 September 2012,

g. Pembayaran PPh Final Pasal 4 (2) untuk Masa Desember 2016 ke Masa
September 2012 dengan bukti pemindahbukuan Nomor PBK-
00795/ VIIWPJ.24/KP.1703/2022 Tanggal 22 Juni 2022 dikarenakan saat
terutang PPh Final adalah saat tanggal pelunasasn sesuai PPJB Nomor 62
Tanggal 6 September 2012.

Sehingga pada Masa Desemeber 2016, sebenamya Penggugat tidak

melakukan transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, sehingga tidak ada

PRy,
PPN yang terutang untuk Masa Pajak Desember 2016, dan t Iéh’a‘
(o=
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pengajuan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) yaitu permohonan
pengurangan atas SKPN PPh Final Pasal 4 (2) Nomor 00064/540/16/612/20
Tanggal 14 Desember 2020 Masa Pajak Desember 2016."

Namun ditolak oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral
Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/WPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023.

Alasan yang digunakan oleh Penggugat atas diajukannya Permohonan Pasal
36 Ayat 1 huruf (b) diatas, masih menggunakan alasan telah disetujuinya
permohonan Pemindahbukuannya Penggugat, disebabkan pembatalan buki
pemindahbukuan oleh Tergugat baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 27
Maret 2023.

12. Berdasarkan penolakan Tergugat atas permohonan Pasal 36 Ayat 1 huruf (b)
yang ke-2 atas SKPKB PPN Nomor 00019/207/16/612/20 Tanggal 14
Desember 2020, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan
nomor permohonan 03/SA/IGUGATAN/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan telah

diterima oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak
005497.99/2023/PP.

bahwa terkait dengan materi sengketa Penggugat memberikan penjelasan sebagai

berikut: ,

1. Bahwa berdasarkan fakta dan data dalam PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September i
2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6
September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60

- Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September2012, PPJB Nomor
35 Tanggal 6 September 2012. Pada Pasal 3 PPJB tersebut, diketahui bahwa

pihak pertama (pihak penjual/Saiful Arif) telah menerima pembayaran pelunasan

atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pihak kedua (pihak
pembeli/PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera). Dengan demikian PPN
terutang terjadi pada saat pengalihan tanah atau pelunasan atas transaksi yaitu
pada tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September
2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012. Hal ini diperkuat
dengan bukti pembayaran lunas pada tanggal 10 September 2014 dengan nilai
pembayaran Rp65.320.300.000 yang didalamnya terdapat pembayaran atas
PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6
September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, PPJB;N?'FE%%
b

\
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Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012 dan
bukti pembayaran lunas pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai pembayaran
Rp50.000.000.000 yang didalamnya terdapat pembayaran atas PPJB Nomor 62
Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, sesuai dengan
Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12 Bidang Lahan Nomor
156.00/BKMS/DIR/NVI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 dari PT. Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera.

. Disamping itu di dalam Pasal 3 PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012,

PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September

2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 60 Tanggal 22

Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 35 Tanggal

6 September 2012 diketahui bahwa:

a. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 53 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai
berikut: “Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas
disetujui dengan harga Rp5.710.000.000 (lima milyar tujuhratus sepuluh juta
rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima
oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini,
dan bilamana perlu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran
yang sah (kwitansinya)”

b. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai

berikut:
“‘Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui
dengan harga Rp6.625.000.000 (dua milyar). Bahwa pembayaran harga jual
belitersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada
saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat
dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)’

c. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai
berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui
dengan harga Rp5.648.000.000 (lima milyar enamratus empatpuluh delapan
juta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas diterima

PR Pag

oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganari Akta ini,\
:.,.Fﬁ/l-j r‘\;
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dan bilamana periu akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran
yang sah (kwitansinya)"

. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai
berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui
dengan harga Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah). Bahwa pembayaran
harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak
Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini
dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)”
Pada Pasal 3 PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 berbunyi sebagai
berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui
dengan harga Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Bahwa pembayaran
harga jual beli tersebut diatas lunas diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak
Kedua pada saat penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini
dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)"
Pada Pasal 3 PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai
berikut:

“Harga“jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui
dengan harga Rp3.598.000.000 (tiga milyar limaratus sembilanpuluh
delapanjuta rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas lunas
diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan
akta ini, dan bilamana peru akta ini dapat dipergunakan sebagai bukti
pembayaran yang sah (kwitansinya)”

. Pada Pasal 3 PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012 berbunyi sebagai
berikut:

“Harga jual Beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas disetujui
dengan harga Rp4.081.500.000 (empat milyar delapan puluh satu juta
limaratus ribu rupiah). Bahwa pembayaran harga jual beli tersebut diatas
lunas diterima oleh Pihak Pertama dar Pihak Kedua pada saat
penandatanganan akta ini, dan bilamana perlu akta ini dapat dipergtgf’m;“":
sebagai bukti pembayaran yang sah (kwitansinya)" ({@k?\
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Dengan demikian pada saat PPJB ditandatangani telah terjadi pelunasan atas
penjualan tanah, sehingga PPN terutang sesuai dengan Pasal 11 ayat (2)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah pada tanggal transaksi dalam
PPJB, yaitu tanggal 6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6
September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012,

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.t.d
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021, dapat
disimpulkan bahwa temuan hasil pemeriksaan tidak didasarkan pada bukti yang
kompeten terkait unsur bukti yang memenuhi validitas dan relevansi, karena
hanya mendasari pada Bukti Pembayaran PPh Final Pasal 4(2) Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan tanpa mengetahui fakta bahwa traksaksi tersebut
bukan terjadi di Tahun 2016, melainkan sesuai dengan PPJB Nomor 53 Tanggal
6 September 2012, PPJB Nomor 62 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 29
Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 26 Tanggal 6 September 2012, PPJB
Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014, PPJB Nomor 62 Tanggal 6 September 2012,
PPJB Nomor 35 Tanggal 6 September 2012, transaksi tersebut terjadi di tanggal
6 September 2012, 22 Mei 2014, 6 September 2012, 6 September 2012, 22 Mei
2014, 6 September 2012, dan 6 September 2012.

4. Penggugat tidak memahami dan tidak mengetahui data apa saja yang harus
disampaikan kepada Pemeriksa pada saat pemeriksaan dikarenakan
ketidaktahuan dari Penggugat.

Untuk mendapatkan bukti kompeten yang cukup, seharusnya pemeriksa dapat
meminta keterangan kepada pihak ketiga, yaitu kepada Notaris dan Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten
Gresik terkait fransaksi pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan tersebut.
Namun demikian dalam proses pemohonan Pasal 36 ayat (1) huruf (b)
penggugat telah memberikan cukup bukti yang kompeten dan valid terkait
transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi dokumen
PPJB, Bukti transfer, rekening koran penerima transfer dari Penggugat.

Data yang menunjukkan hubungan antara objek pajak (tanah) dalam PPJB dan
objek pajak (tanah) yang tercantum dalam setoran PPh Final Pasal 4(2)

s
v\\)km?’ \

diserahkan oleh Penggugat pada saat pengajuan Gugatan. 15
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5. Sesuai dengan PP nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP
Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Penghasilan alas Penghasilan Dari
Pengalihan Hak Alas Tanah dan/atau Bangunan; PPh Final yang harus dibayar
atas pengalihan Tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 5% dari nilai
pengalihan.

Selanjutnya sesuai dengan PP nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Alas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya; PPh Final yang harus dibayar alas pengalihan Tanah dan/atau
bangunan adalah sebesar 2,5% dari nilai pengalihan mulai berlaku September
2016.

Berdasarkan tabel pembayaran PPh Final Pasal 4(2) dan DPP PPJB, dapat
diketahui bahwa besaran tarif PPh Final Pasal 4(2) yang diterapkan adalah

sebesar 5% sesuai dengan {abel berikut ini:

i - - - . r ! ! ll’:sin\aulan &:savani
LG MR (PLISHY ' | ‘ Tarit PP Final Pasal '
O LY lmsmuam:«m
% o 1 | P Sesvai PPJB e 1 iy 100 !.‘.ouw; gree rila transakst t
; Meas nalan | (4 rgpundan | | apdihandatam |
I Teim) | Tenlss) | AR CAE )
¥ 4 . 1 pPIB |
| monon | e | waums | 3smeoon|  3vemino  11smion| 21%0000| 6 (058 5%
A swooom | L0206 | 300208 | 6000000000 OO 12000000000 [ 12000000000 26 |06 Sep12 5%
[ —l | 5% (Terjadi
3 mamm\ 09652005 | 10/03/2016 | 2000000000, 2000000000 4000000000} 2000000000 ( 59 | C6Sep 12 [kekurangan setor PPh
| ! Final Pasal 4(2))
4 00om 000 | 121206 | 30122006 | 4081500000 4 041 %40 000 8163000000 8163000000 ] 35 06 Sep 12 5%
S 22400000 | 1212006 | 30022006 | $643000000 SEAL000000 | 11296000000 | 1129000000 29 |06Sep 12 %
6 285500000) 1212006 | 3012006 | 710000000 ST000000, 11420000000 11420000000 53 | 06Sep 12 5%
7| 100050000 | 12122016 | 30/12/2006 | 2000000000 20010000000 4002000000  4022000000| 62 |2 Mei 14 5%
8| 100050000] 12122016 | 30/12/2006 | 2000.000000 2001000000 4002000000 4002000000 60 |22 Mer 14 5%
9| 338829000 | 05052006 | 100812016 | GI7I.7R0000) 677760000 | 13855560000 | 6777760000 10 | 20 Nov-14 5%
w0 3p2s00m | ososaone | aniosn20is | 6625000000  GEXSO0000001 13250000000 6625000000( 6 [ 14 Aguld 5%
1] 91625000 | 3032086 | 03/03/2006 | 9832500000 9B 90000 19665000000 9832500000 31 |07 MarD3 5%
§% (Terjadi
p| 150000000 09092016 | 1212/2017 | 6000000000  3000000000|  6000000000| 6000000000| 92 f21-0kt-12 [kekurangan setor PPh i
final Pasal ¢4[2)) |

Tergugat membandingkan nilai pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas |
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) yang tercantum dalam SKPKB PPN. Sehingga kesimpulan
Tergugat yang menyatakan bahwa besaran tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2)
adalah sebesar 2,5% adalah kesimpulan yang salah. Seharusnya Tergugat
membandingkan besaran nilai pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat ,(9:3%5\
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pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai transaksi pengalihan
tanah yang tercantum dalam Dokumen PPJB.

- Penggugat tidak setuju terhadap Tergugat yang menetapkan besar pajak yang
terutang berdasarkan data yang ada, telah sesuai dengan ketentuan, karena
berdasarkan keterangan yang sudah disebutkan diatas, Pemeriksa seharusnya
menetapkan besaran yang terutang berdasar pada bukti yang kompeten. Buki
tersebut juga didapatkan melalui pihak ketiga yaitu Notaris dan Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPPKAD)
Kabupaten Gresik terkait transaksi pengalihan Hak atas tanah dan/atau
Bangunan tersebut.

. Penggugat tidak setuju terhadap tanggapan Tergugat terkait bahwa tidak ada
harta berupa kas/rekening yang dilaporkan dalam Tax Amnesty Penggugat.
Transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah transaksi yang
menjadi dasar dikenakannya PPN terutang. Kas/rekening yang dilaporkan
dalam Tax Amnesty Penggugat dan transaksi pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang dilakukan Penggugat adalah merupakan dua hal yang
berbeda. Transaksi yang pertama adalah transaksi pengalihan menyangkut
aktivitas ekonomi yang akan berpengaruh terhadap akun laba rugi, sedangkan
kasfrekening merupakan akun neraca yang seharusnya dilaporkan dalam Tax
Amnesty, bila atas rekening tersebut masih ada atau eksis keberadaannya pada
tanggal 31 Desember 2015.

. Bahwa Waijib Pajak yang sudah mengikuti Tax Amnesty atas harta yang dimiliki
per 31 Desember 2015 jika ditemukan adanya transaksi sebelum 31 Desember
2015 maka tidak bisa dijadikan objek PPN dan PPh berdasarkan pasal 3 Ayat
(5) UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Diketahui juga
bahwa objek gugatan ini adalah berupa PPN terutang atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan. Jadi alasan Tergugat yang menyatakan bahwa di
dalam asset yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak tidak terdapat
kas tunai maupun rekening bank adalah tidak relevan dan tidak berhubungan
dengan objek gugatan yang sedang diajukan oleh Penggugat. “"/&\

Halaman 68 dari 95 halaman. Putusan Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024
Saiful Arif

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Selain itu, diketahui bahwa rekening BNI Taplus Bisnis Perorangan milik Saiful
Arif dengan Nomor Rekening 0287511111 sebagai rekening yang menerima
transfer hasil pembayaran atas pengalihan tanah telah ditutup rekeningnya pada
tanggal 19 Juni 2015, sehingga Rekening tersebut tidak dilaporkan dalam Tax
Amnesty mengingat harta yang dilaporkan dalam Tax Amnesty adalah per 31
Desember 2015.

9. Penggugat memberikan data yang diminta oleh Tergugat sesuai dengan
pemmintaan pada saat pembahasan ke-2 pada tanggal 10 Mei 2023, pada
tanggal 28 Mei 2023 berupa Fisik Surat Tanggapan Klarifikasi Pembayaran 12
Bidang Lahan dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS). Surat
tersebut menjawab surat penggugat Nomor 04-A-2-SA-PK.BUDI tanggal 11 Mei
2023 perihal Klarifikasi Pembayaran Pelunasan atas 12 Bidang Tanah dalam 12
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Bukti Transfer atas 12 bidang lahan, baru
tersedia untuk 9 bidang lahan dengan bukti transfer sebanyak 3 bukti fisik transfer
dan sudah diserahkan oleh penggugat kepada tergugat pada tanggal 29 Mei
2023. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membenkan tanda terima
penyerahan dokumen pada tanggal 29 Mei 2023 tersebut, namun Tergugat tidak
bersedia memberikan tanda tenma. Tergugat mengatakan bahwa sebagai bukti

- tanda terima adalah bukti pengiriman dokumen melalui WhatsApp Messanger
dari nomor WhatsApp Messanger 0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum
Penggugat) kepada nomor 0822-3131-2552 (Penelaah Keberatan Bapak

Wahyu), yaitu dokumen diberikan pada tanggal 26 Mei 2023.

Penggugat pada tanggal 29 Mei 2023 memberikan Fisik Bukti Uang Masuk atas
pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera berupa rekening koran
uang masuk atas nama Saiful Arif (Penggugat) untuk 1 bukti pembayaran dari
PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang meliputi pembayaran atas 2
bidang lahan yaitu PPJB Nomor 60 Tanggal 22 Mei 2014 dan PPJB Nomor 62
Tanggal 22 Mei 2014. Penggugat tidak diberikan bukti tanda terima atas
dokumen yang telah diserahkan kepada Tergugat dengan alasan yang sama.
Penggugat memberikan data tambahan susulan yang diminta oleh Tergugat,
terkait Fisik bukti pembayaran atas jual beli 3 bidang lahan yang sebelumnya

AN 24

belum tersedia (masih dicarikan oleh PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera)
pada tanggal 31 Mei 2023 pada kurang lebih pukul 16.20 dan sebelumny /telé,\
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dikirimkan melalui WhatsApp pada tanggal 31 Mei 2023 pada pukul 13.44 WIB

dari nomor WhatsApp 0823-3683-3231 (Nomor kuasa hukum Penggugat)

kepada nomor 0822-3131-2552 (Penelaah Keberatan Bapak Wahyu).

Penggugat pada tanggal 31 Mei 2023 memberikan Fisik Bukli Uang Masuk

kepada Tergugat, atas pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera

berupa rekening koran uang masuk atas nama Saiful Arif (Penggugat) untuk 5

bukti pembayaran dari PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang meliputi

pembayaran atas 10 bidang lahan yaitu PPJB Nomor 31 Tanggal Maret 2013,

PPJB Nomor 6 Tanggal 14 Agustus 2014, PPJB Nomor 10 Tanggal 20

November 2014, PPJB Nomor 92 Tanggal 21 Oktober 2012, PPJB Nomor 26

Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 29 Tanggal 6 September 2012, PPJB

Nomor 35 Tanggal Tanggal 6 September 2012, PPJB Nomor 53 Tanggal 6

September 2012, PPJB Nomor 59 Tanggal 6 September 2012, dan PPJB Nomor

62 Tanggal 6 September 2012. Penggugat tidak diberikan bukti tanda terima atas

dokumen yang telah diserahkan kepada Tergugat dengan alasan yang sama.

10. Bahwa berdasarkan SPPT dan PPJB diketahui bahwa:

a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) atas 12 Bidang Tanah telah sesuai dengan objek tanah
dalam SKPKB PPN, hal tersebut dapat dibuktikan dengan objek pajak tanah
yang dikenakan dalam SKPKB PPN adalah sesuai dengan objek tanah yang
tercantum dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) berdasarkan alamat
atau lokasi objek pajak yang tercantum dalam SPPT PBB dan alamat atau
lokasi objek pajak yang tercantum dalam PPJB dan nilai DPP nya.

b. NOP yang tercantum dalam cetakan kode biling sama dengan NOP yang

tum dalam SPPT. AR
tercan | //A,j\

o~
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11. Penggugat belum pemah menerima dokumen surat PKP secara jabatan dengan
Surat  Pengukuhan  Pengusaha Kena  Pajak  Nomor  S-
100PKP/WPJ.24/KP.0403/2020 tanggal 28 April 2020 tersebut, sehingga pada
tanggal 13 Oktober 2021 Penggugat mengirim surat kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Madya Gresik terkait permohonan penjelasan PKP secara
jabatan. Pada tanggal 31 Januari 2023, penggugat menerima Surat Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-3/CBT/KPP.2417.2023 Tanggal
31 Januari 2023. Padahal sebelumnya Penggugat tidak pemah menyampaikan

permohonan pencabutan PKP. Dengan demikian, Surat Pe%tan
if <%

L ]
- /
9 S
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Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-3/CBT/KPP 2417 2023 Tanagal
31 Januar 2023 adalah pencabutan PKP Secara Jabatan oleh Tergugat
Dengan kata lain, Tergugat memahami bahwa atas Penggugat tidak seharusnya
dikukuhkan sebagai PKP, mengingat pada tahun-tahun setelah 2016, terdapat
data pembayaran PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembayaran
PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tahun 2016. Dengan
demikian, Tergugat mengetahui bahwa transaksi pembayaran PPh Final
tersebut adalah transaksi di tahun 2012, 2013, dan 2014.

Bahwa menurut Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013, terkait Judicial Review atas Pasal 37

Peraturan Pemerintah. Nomor 74 Tahun 2011 dan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak nomor SE-74/PJ/2015 tangaal 4 Desember 2015 tentang

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 Tahun

2013, hurul E Nomor 6, dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk menerma

atau menolak permohonan pengurangan atau pembatalan SKP sebagaimana

dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf B, bukan merupakan kewenangan

absolut Direktur Jenderal Pajak, sehingga atas Keputusan Permmohonan

Pengurangan dan/atau Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak berdasarkan

pasal 36 ayat (1) huruf B,dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak.

bahwa terkait dengan sengketa gugatan ini Tergugat membenkan penjelasan

sebagai benkut:

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas
penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima.

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak saat
terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

2. Bahwa faktanya dokumen yang disampaikan Penggugat dalam permohonan
berupa bukti transfer, tidak dapat diyakini karena tidak merujuk ke transaksi yang

mana sebagaimana disebutkan Penggugat baik dalam proses ?nohonan

Pasal 36 (1) b maupun dalam persidangan. 4,
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Menurut Penggugat bukti transfer tersebut terkait transaksi atas pengalihan 12
Bidang tanah telah sesuai dengan objek tanah, Dokumen lainnnya yang
disampaikan Penggugat dalam persidangan berupa PPJB dan SPPT PEB.
Namun nominal dalam penjelasan Penggugat tidak sesuai dengan bukti transfer
tersebut.

. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2008, diatur bahwa atas pengalihan yang diterima
atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan, baik dalam kegiatan usahanya maupun di luar usahanya, wajib
dibayar atau dipungut Pajak Penghasilannya pada saat terjadinya transaksi
tersebut.

Untuk meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi
kewajiban pajaknya, maka pejabat yang berwenang hanya diperbolehkan untuk
menandatangani akta, perjanjian, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau
risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut
apabila kepadanya dibuktikan bahwa orang pribadi atau badan yang
bersangkutan telah membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.
Pembuktian dilakukan oleh orang pribadi atau badan tersebut dengan
menyerahkan foto copy Surat Setoran Pajak serta dengan menunjukkan asli
Surat Setoran Pajak dimaksud.

. Bahwa berdasarkan bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan Penggugat, didapatkan informasi tanggal
pembayaran dan Masa/Tahun Pajak pengalihan objek pajak (Masa/Tahun Pajak
2016). Yang artinya dapat disimpulkan transaksi tersebut secara sah terjadi pada
saat Masa/Tahun Pajak dalam penyetoran, karena berdasarkan ketentuan Pasal
2 ayat (1) PP-71 tahun 2008 orang pribadi yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah danfatau bangunan wajib
membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebelum akta ditanda
tangani oleh pejabat yang berwenang.

. Berkaitan dengan saat terutang PPN, yang mana pemungutan PPN menganut
prinsip akrual, dimana dapat diketahui bahwa transaksi tersebut secara sah
terjadi pada saat Masa/Tahun Pajak dalam penyetoran PPh Final Pas M,Aayat

(2) yaitu Masa/Tahun Pajak 2016, maka dapat disimpulkan bahwa saat em;an
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PPN vyaitu Masa/Tahun Pajak 2016 sesuai dengan Masa/Tahun Pajak
penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2).

. Bahwa Penggugat menyampaikan transaksi tersebut merupakan transaksi
Masa/Tahun Pajak 2012, 2013 dan 2014, berdasarkan penelitian pada SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012, 2013 dan 2014 Penggugat,
Penggugat tidak permah melaporkan penghasilan atas transaksi pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan. Hal ini tentunya menjadi kontradiksi antara
pemyataan Penggugat dengan apa yang dilaporkan Penggugat dalam SPT

Tahunan PPh Orang Pribadi.
Namun berdasarkan bukti berupa data penyetoran bukti penyetoran PPh Final
Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Penggugat,

diketahui sebagai berikut:

Nomor Uraian Nilai

1 Pengalihan tanah th. 2012 260.420.000
2 Pengalihan tanah th. 2013 35.732.538.000
3 Pengalihan tanah th. 2014 313.129.833.560
4 Pengalihan tanah th. 2015 466.363.512.640
5 Pengalihan tanah th. 2016 92.404.397.500
6 Pengalihan tanah th. 2017 567.458.260.920
7 Pengalihan tanah th. 2018 71.351.049.880
8 Pengalihan tanah th. 2019 298.282.131.760
9 Pengalihan tanah th. 2020 67.934.000.000
Total 1,912.916.144.260

. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

197/PIIK 0312013 Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumiah

peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000
(empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Oleh karena itulah, berdasarkan data aktifitas transaksi penjualan tanah/kavling
di atas, Tergugat dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dengan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-100PKP/WPJ.24/KP.0403/2020
tanggal 28 April 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-
00108/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2020 tanggal 23 Maret 202 ) f&‘i‘?::@\

o
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8. Bahwa terkait pemyataan Penggugat sehubungan dengan terbitnya Surat
Pencabutan ~ Pengukuhan ~ Pengusaha Kena Pajak nomor  S-
3/CBT/KPP.2417.2023 tanggal 31 Januari 2023, Tergugat berpendapat sebagai
berikut:

a. Bahwa Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-
3/CBT/KPP.2417.2023 tanggal 31 Januari 2023 diterbitkan berdasarkan
Laporan Hasil Penelitian Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Secara Jabatan Nomor LAP-66/KPP.2417/2023 tanggal 30 Januari 2023.

b. Bahwa berdasarkan Laporan Peneliian tersebut alasan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah karena PKP tidak
menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan (bukti terlampir).

c. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tanggal 30
April 2020 disebutkan bahwa Pencabutan PKP secara jabatan bagi PKP
yang tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah dikukuhkan sebagai PKP, dilakukan melalui
penelitian administrasi.

d. Dengan demikian Tergugat tidak setuju dengan pemyataan Penggugat
bahwa Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-
3/CBT/KPP.2417.2023 tanggal 31 Januari 2023 diterbitkan karena Tergugat
mengetahui bahwa transaksi pembayaran PPh Final tersebut adalah
transaksi di tahun 2012, 2013, dan 2014.

9. Bahwa terkait bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan yang disampaikan oleh Penggugat dalam sidang
pada tanggal 07 Desember 2023, Tergugat telah melakukan penelitian terhadap
bukti penyetoran tersebut dengan hasil sebagai berikut: A

=

-
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No NTPP Nilai Pembayaran NOP Masa Pajak
1]0312020413131103 491.625.000 [352511001200101150 [Maret 2016
2{0412140011010111 338.889.000 [352511001000300120 |Mei 2016
3[0102041114040311 100.000.000 [352511001000300160 |Mei 2016 ]
4[1211030212121312 331.250.000 [352511001000300160 |Mei 2016
5|87DB38KEJHMOONGS 150.000.000 [352511001200100590 [September 2016
6|D0ASD12QULB6I4NI 300.000.000 [352511001200100280 |[Desember 2016
7|ABF15050G12H7TNI 179.900.000 [352511001200101250 [Desember 2016
8[98559128BQTJPUNI 282.400.000 [352511001200101560 |Desember 2016
9|1D0531186E1F7LNI 204.075.000 {352511001200101550 [Desember 2016

10]A366B100AQ5LUENI 100.050.000 [352511001000300030 |Desember 2016
11]2B847011QBTRS2JNI 100.050 000 [352511001000300040 |Desember 2016
12|943560USCTITMNNI 285.500.000 [352511001200101570 [Desember 2016
13{0214010513131505 26.000.000 |- Desember 2016
14{0600130113140001 4.500.000 |- Desember 2016
15[{0302041214141108 3.700.000 |- Desember 2016
16[1306031202151512 4.696.000 |- Desember 2016
17(0614100605121214 9.350.000 |- Desember 2016
18[1402101300021102 10.200.000 |- Desember 2016
19[0810010013060203 4.000.000 |- Desember 2016
20[{0400070406140107 1.200.000 |- Desember 2016
21[0403000406071015 5.250.000 |- Desember 2016

10.Dari hasil penelitian Tergugat, diketahui bahwa hanya sebagian dari bukti
penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang mencantumkan Nomor Objek Pajak
(NOP).

11. Penggugat juga hanya melampirkan 12 (dua belas) bukti penyetoran PPh Final
Pasal 4 ayat (2) dari 21 (dua puluh satu) bukti penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat
(2) yang dijadikan dasar koreksi oleh Tergugat.

12. Selanjutnya Tergugat juga meneliti bukti PPJB Nomor 6 Tanggal 14 Agustus
2014, PPJB Nomor 10 Tanggal 20 November 2014, dan PPJB Nomor 59
Tanggél 6 September 2012 yang telah disampaikan Penggugat, namun
demikian tidak terdapat data Nomor Objek Pajak (NOP) pada PPJB tersebut.

13.Bahwa Tergugat telah meneliti dokumen yang disampaikan oleh Penggugat
pada persidangan sebelumnya yang berjudul “Rekap SSP, PPJB, SPPT dan

AJB_Update 4". Terkait dengan dokumen tersebut, Tergugat berpendapat

sebagai berikut:

a. Bahwa dalam dokumen tersebut tidak dicantumkan data tahun penerbitan
SPPT PBB. Tergugat berpendapat seharusnya SPPT PBB yang dijadikan
dasar dalam persandingan SSP, PPJB, SPPT dan AJB adalah SPPT PBB
pada saat transaksi dilakukan sehingga dapat diperoleh data persandingan
yang valid.

b. Bahwa terdapat ketidaksesuaian data luas tanah antara SPPT PBB dengan
PPJB dan AJB. Padahal SPPT PBB tersebut digunakan oleh Penggugat

#ONN 'L4
untuk menyandingkan NOP pada SSP PPh Final dengan PPJB GamB
\
\‘\ ~
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mengingat tidak terdapat data NOP dalam PPJB dan AJB. Dengan demikian
Tergugat berkesimpulan bahwa data SPPT PBB tersebut tidak valid untuk
digunakan dalam menyandingkan dokumen SSP, PPJB, dan AJB oleh
Penggugat.

c. Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga terdapat ketidaksesuian
keterangan data PPJB dan AJB. Sebagai contoh untuk transaksi
pembayaran PPh Final Bulan September 2016 sebesar Rp150.000.000.
Dalam dokumen tersebut Pengguat menyatakan bahwa transaksi tersebut
terkait dengan PPJB nomor 92 tanggal 21 Oktober 2012, namun demikian
pada data AJB Penggugat menyatakan bahwa transaksi tersebut terkait
dengan Akta PPJB Nomor 45, juncto Akta Kuasa Nomor 46 tertanggal 27
September 2016. |

d. Selanjutnya terkait dengan data alamat pada SPPT, PPJB, dan AJB,
Tergugat berpendapat bahwa faktanya data alamat tersebut bersifat global,
tidak spesifik karena hanya merujuk pada Desa saja. Tergugat berpendapat
bahwa data alamat tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai data
persandingan SPPT, PPJB, dan AJB karena dimungkinkan terjadi beberapa
transaksi pengalihan tanah pada Desa yang sama.

14. Bahwa Tergugat juga telah meneliti dokumen penutupan rekening BNI nomor
0287511111 yang disampaikan oleh Penggugat pada persidangan sebelumnya.
Terkait dengan dokumen tersebut, Tergugat berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa atas rekening tersebut tidak dilaporkan oleh penggugat dalam SPT
Tahunan OP Tahun 2012, 2013 dan 2015 (dalam hal ini Penggugat tidak
melaporkan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2014)

b. Tergugat berpendapat bahwa secara logis saldo rekening akan dipindahkan
ke rekening lain milik Penggugat sebelum dilakukan penutupan rekening.

c. Namun demikian diketahui bahwa tidak ada harta berupa kas/rekening yang
dilaporkan dalam Tax Amnesty Penggugat.

15. Selanjutnya bahwa sejak proses permohonan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b yang
pertama dan kedua, sampai dengan saat penjelasan ini dibuat Penggugat tidak

bersedia menjelaskan rincian seluruh transaksi yang terkait dengan buki
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diketahui nilai transaksi yang sebenamya yang bisa jadi berbeda dengan nilai

yang tercantum dalam PPJB dan AJB.

16. Dengan demikian Tergugat berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak nomor KEP-07800/NKEB/PJMPJ.24/2023 tanggal 31 Mei 2023
tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf
b Karena Permohonan Waijib Pajak, telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
atau Surat Tagihan Pajak.

17. Kewenangan Penuh Direktur Jenderal Pajak atas Upaya Administratif Wajib
Pajak sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUF.

a. Bahwa pada dasamya dalam Undang-Undang KUP jalur upaya hukum yang
disediakan bagi Waijib Pajak yang tidak puas terhadap materifisi penetapan
jumlah pajak yang terutang adalah melalui upaya hukum administratif
Keberatan sesuai Pasal 25 Undang-Undang KUP. Selanjutnya, apabila atas
keputusan keberatan terkait materi atau isinya tersebut Wajib Pajak masih
belum dapat menerima hasilnya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan
upaya hukum selanjutnya, yaitu banding ke Pengadilan Pajak terkait materi
atau isi dari keputusan keberatan tersebut sesuai Pasal 27 Undang-Undang
KUP dan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak, hingga upaya hukum
luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai Pasal 77 ayat
(3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

b. Bahwa pengajuan keberatan memiliki beberapa persyaratan formal yang
harus dipenuhi, salah satunya berupa jangka waktu pengajuan 3 (tiga) bulan
sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan
atau pemungutan pajak. Apabila jangka waktu pengajuan keberatan tersebut
telah terlewati karena keadaan di luar kekuasaannya, Wajib Pajak masih
dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif
keberatan dengan membuktikan keadaan di luar kekuasaan tersebut.

c. Jika tidak terdapat hal diluar kekuasaannya dan Wajib Pajak tidak
memanfaatkan waktu tersebut dengan mengajukan keberatan, maka_hak

.0«)\1 94_,‘

mengajukan upaya hukum atas materi atau isi surat ketetapan pajd ‘sest ",
b~
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Pasal 25 Undang-Undang KUP sudah tidak dapat digunakan. Begitu pula
dengan hak untuk mengajukan upaya hukum terkait materi atau isi dari
ketetapan pajak tersebut ke Pengadilan Pajak sesuai Pasal 27
UndangUndang KUP juga tidak dapat digunakan karena Pasal 27
merupakan kelanjutan dari Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang KUP.
Jangka waktu 3 (tiga) bulan sudah cukup bagi Wajib Pajak untuk
mempertimbangkan, mempersiapkan dokumen dan memanfaatkan haknya
untuk mengajukan menyatakan ketidakpuasannya atas penetapan tertulis.
Jangka waktu ini merupakan bentuk penjaminan pemenuhan salah satu
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu kepastian hukum.
. Bahwa untuk memberikan keadilan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP
mengamanatkan bahwa Direkiur Jenderal Pajak berwenang untuk
memberikan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, baik
secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak yang tidak dibatasi
waktu untuk pengajuan pertamanya.

_ Ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP merupakan manifestasi
dari Ordonansi Kepatutan (Billjkheids Ordonnatie), di mana kewenangan

yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan atribusi langsung dari

undang-undang, sehingga kewenangan pemberian keputusan berada pada
Direktur Jenderal Pajak beserta jajarannya yang diberikan pelimpahan
wewenang dalam bentuk mandat oleh Direktur Jenderal Pajak dan tidak
dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau instansi lain yang tidak diberikan
pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat oleh Direktur Jenderal Pajak.
Bahwa ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP
mengatur sebagai berikut:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak
benar: Penjelasan Pasal 36 ayat (1) alinea ketiga:

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan
Waijib Pajak dan beriandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau
membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak
yang ditolak keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan-—formal

W e
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(memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan
material terpenuhi,

- Bahwa dapat dipahami, ketentuan ini merupakan “kewenangan” yang
sifatnya atributif bagi Direktur Jenderal Pajak untuk meneliti apakah Wajib
Pajak layak untuk diberikan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan
pajak yang tidak benar.

. Bahwa selanjutnya untuk mengartikan kata "dapat" sebagaimana bunyi
Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, berdasarkan Lampiran I
Angka 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Undang-Undang Nomor 12/2011),
untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan
kepada seseorang atau lembaga, digunakan kata "dapat’.

Dengan demikian, frasa “dapat’ sebagaimana tercantum dalam Pasal 36
ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP menunjukkan kewenangan
diskresioner yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan
pilihan tindakannya dalam kaitannya dengan pemberian pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan) mengatur bahwa Diskresi adalah Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan danfatau dilakukan oleh Pejabat
Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan
yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas,
dan/atau adanya stagnasi pemerintah.

. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Jenderal Pajak
selaku pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan pilihan
tindakannya dalam rangka memberkan atau tidak memberikan
pengurangan atau pembatalan terhadap surat ketetapan pajak

Oleh karena itu, pemberian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan

pajak yang tidak benar merupakan kewenangan penuh dari Dtre/q r«ieqderal
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Pajak yang bersifat diskresioner dan tidak dapat dipermasalahkan
keputusannya.

- Dengan demikian, pihak lain tidak berhak untuk menilai keputusan atas
kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak selaku pejabat
Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan kewenangan diskresionemya
karena keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah kewenangan
absolut yang sepenuhnya diberikan Undang-Undang kepada Direktur
Jenderal Pajak.

. Selain itu, meskipun materi permohonan pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak yang tidak benar sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b
Undang-Undang KUP dapat berupa materi/isi penetapan jumlah pajak yang
terutang, sebagaimana halnya materi pengajuan keberatan, akan tetapi
terdapat perbedaan dalam hal kewenangan dan upaya hukum lanjutannya.
Materi pengajuan Banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal
27 Undang-Undang KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak
yang berkaitan dengan perhitungan besamya pajak yang terhutang,
sedangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
KUP, materi pengajuan Gugatan hanya menyangkut mas\alah formal atau
prosedural penerbitan Keputusan a quo.

_ Berbeda dengan Keputusan Keberatan sesuai Pasal 25 dan Pasal 26
Undang-Undang KUP yang atas materi jumlah pajak terutangnya dapat
diajukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Pajak melalui prosedur
Banding sesuai Pasal 27 Undang-Undang KUP; Keputusan Pengurangan
atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sesuai Pasal 36
ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP tidak dapat diajukan upaya hukum
lanjutan atas materi jumlah pajak terutangnya karena upaya hukum lanjutan
yang dapat dilakukan adalah Gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf ¢
Undang-Undang KUP yang hanya memeriksa prosedur penerbitan
keputusan tersebut.

Bahwa jika Gugatan atas keputusan yang diterbitkan sesuai Pasal 36 ayat
(1) huruf b Undang-Undang KUP dapat membahas juga tentang materi atau

isi ketetapan pajak sebagaimana proses Banding, maka akan menjﬁhbulkan
i+ -~ '
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ket.ldakpastlarj hukum sebab seolah-olah materi atau isi surat ketetapan
pajak dapat diajukan upaya hukum kapan saja tanpa dibatasi waktu, padahal
secara tegas pengajuan Keberatan atas materi atau isi surat ketetapan pajak
dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP dibatasi jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak.

u. Dengan demikian, dalam mengadili permohonan Gugatan atas Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak atau permohonan Gugatan atas Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena
Permohonan Wajib Pajak, Pengadilan Pajak hanya berwenang untuk
memeriksa prosedur penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak dan tidak
menmiliki kewenangan untuk memeriksa isi atau materi jumlah pajak terutang
dalam surat ketetapan pajak.

bahwa berdasarkan penjelasan para pihak sebagaimana diuraikan di atas,

Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah terkait dengan ang
bahwa Penggugat telah melakukan penyerahan tanah dan atau bangunan yang
terutang PPN dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar
Rp60.834.840.000, bahwa koreksi tersebut  didasarkan pada adanya
pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) di tanggal 30 Desember 2016 dan 19
Desember 2016 sebesar Rp1 £20.871.000 untuk masa Desember 2016 dan

pembayarari PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut Tergugat menentukan
menjadi sebesar Rp60.834.840.000

gapan Tergugat

berdasarkan
nilai DPP PPh Pasal 4 ayat 2)
(Rp1.520.871 000 x (100%/2,5%));
2 Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Tergugat tidak

memberikan buki lain selain bukli pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar

Rp1.520.871.000 tersebut dan Tergugat tidak melakukan penelitian lebih lanjut

terkait dengan pembayaran aquo
kan kapan dilakukannya transaksi pembayaran atau transaksi

yang terkait dengan setoran PPh Pasal 4

dan juga tidak memberikan bukti yang dapat

memasti
pengalihan tanah dan atau bangunan
ayat (2) tersebut;

3. Bahwadengan demiki
anjut guna memastikan bahwa di masa Desember 2

(*(&

an koreksi Tergugat tersebut masih memeriukan bukti dan
pengujian lebih | 1-63@15\}{\
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terjadi transaksi pembayaran atau pengalihan tanah dan atau bangunan dengan
nilai Rp60.834.840.000:

. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pembayaran PPh Pasal
4 ayat (2) sebesar Rp1.520.871.000 dapat dirinci sebagai berikut:

dalam R

No NTPN Masa Pajaly Tanggal Nilai SSP Nilai DPP
1_|DOA5D12QJL86J4NI [Des 2016 |30/12/2016 300,000,000.00 | 12,000,000,000.00
2_|IDOS31186E1F7LNI |Des 2016 |30/12/2016 204,075,000.00 | 8,163,000,000.00
3 198559128BQTIPUNI(Des 2016 _|30/12/2016 282,400,000.00 | 11,296,000,000.00
4_|A366B100AQ5LUENI|Des 2016 [30/12/2016 100,050,000.00 | 4,002,000,000.00
S_|2B47011QBTRS 2JNI|Des 2016 _|30/12/2016 100.050,000.00 | 4,002,000,000.00
6_1943560US CTIJTMNNIDes 2016 |30/12/2016 285,500,000.00 { 11.420.000,000.00
7 _[ABF150SOG12H7TNIDes 2016 |30/12/2016 179,900,000.00 | 7,196,000,000.00
8 1214010513131505  [Des 2016 |29/12/2016 26,000,000.00 | 1,040,000,000.00
9 1403000406071015 |Des 2016 [19/12/2016 5,250,000.00 210,000,000.00
10 {400070406140107_|Des 2016 |19/12/2016 1,200,000.00 48,000,000.00
11 (810010013060203 _|Des 2016 |19/12/2016 4,000,000.00 160,000,000.00
12 [1402101300021100_[Des 2016 |19/12/2016 10,200,000.00 408,000,000.00
13 |614100605121214 _|Des 2016 |19/12/2016 9,350,000.00 374,000,000.00
14 [1306031202151510 [Des 2016 |19/12/2016 4,696,000.00 187,840,000.00
15 1302041214141108 _[Des 2016 |19/12/2016 3,700,000.00 148,000,000.00
16 [600130113140001 |Des 2016 {19/12/2016 4,500,000.00 180,000,000.00
Jumlah 1,520,871,000.00 | 60,834,840,000.00

. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2)
sebesar Rp300.000.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian
Perikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif)
yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer
dari Bank Permata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang

masuk ke rekening Penggugat di Bank BN, serta penjelasan bahwa sebenamya

telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak
dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012. Dan
terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan
pemindahbukuan dengan nomor surat 02/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022 dan
dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-
00726/VIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022, yang kemudian dibatalkan
Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November
2022,

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank
BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan ;-i@ﬂ@ﬂSf =

S \
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sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB
nomor 26 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB
yang lain.
. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2)
sebesar Rp204.075.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian
Perikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif)
yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer
dari Bank Permata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang
masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenamya
telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak
dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012. Dan
terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permrmohonan
pemindahbukuan dengan nomor surat 06/SA/5/22 tanggal 23 Mei 2022 dan
dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-
00677/\V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang kemudian dibatalkan
Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November
2022;
Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank
BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 Sepfember 2012 dengan nilai transfer
sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB
nomor 35 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB
yang lain.
_ Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2)
sebesar Rp282.400.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian
Perikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif)
yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer
dari Ban!< Pemata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang
masuk ke rekening Penggugat di Bank BN, serta penjelasan bahwa sebenamya
telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak
dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012..Dan
terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Perrm’o\dguéir;\;
AT )

Halaman 84 dari 95 halaman. Putusan Nomor PUT-005497.99/2023/PP/M.IIIA Tahun 2024
Saiful Arif

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

pemindahbukuan dengan nomor surat 07/SA/5/22 tanggal 23 Mei 2022 dan
dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-
00698/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang kemudian dibatalkan
Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November
2022,

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank
BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer
sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB
nomor 29 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB
yang lain.

. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2)
sebesar Rp100.050.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian
Perikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 antara PT Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif) yang
ditandatangani dihadapan Notans Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer dari
Bank Permata Syariah tanggal 25 April 2014 senilai Rp30.000.000.000 yang
masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenamya
telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak
dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah Mei 2014. Dan terkait
dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan
pemindahbukuan dengan nomor surat 08/SA/6/22 tanggal 23 Mei 2022 dan
dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-
00728/VIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 3 Juni 2022, yang kemudian dibatalkan
Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November
2022,

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank
BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 25 April 2014 dengan nilai transfer
sebesar Rp30.000.000.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB
nomor 60 tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.
. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2)

sebesar Rp100.050.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian
Perikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 22 Mei 2014 antara PT Berka Asgwasan
Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Sai f@q?;‘ng
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ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer dari
Bank Permata Syariah tanggal 23 Mei 2014 senilai Rp50.000.000.000 yang
masuk ke rekening Penggugat di Bank BNI, serta penjelasan bahwa sebenamya
telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak
dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah Mei 2014. Dan terkait
dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan
pemindahbukuan dengan nomor surat 09/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022 dan
dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-
00691/V/WPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang kemudian dibatalkan
Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November
2022;

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank
BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 23 Mei 2014 dengan nilai transfer sebesar
Rp50.000.000.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB nomor
62 tanggal 22 Mei 2014 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB yang lain.

10. Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2)
sebesar Rp285.500.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian
Perikatan Jual Beli Nomor 53 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif)
yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan bukti transfer
dari Bank Pemmata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang
masuk ke rekening Penggugat di Bank BN, serta penjelasan bahwa sebenamya
telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak
dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012. Dan
terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan
pemindahbukuan dengan nomor surat 10/SA/5/22 tanggal 11 Mei 2022 dan
dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-
00690/VMWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang kemudian dibatalkan
Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11 November
2022;

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank
BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer

sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayamﬁiﬁ??ﬂ
£ :A‘, ’/ !
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nomor 53 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB

yang lain.

11.Bahwa dalam persidangan terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2)
sebesar Rp179.900.000 Penggugat memberikan bukti berupa Perjanjian
Perikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 6 September 2012 antara PT Berkah
Kawasan Manyar Sejahtera (PT BKMS) dengan Penggugat (Sdr. Saiful Arif)
yang ditandatangani dihadapan Notaris Dedy Harijanto, S.H. dan buki transfer
dari Bank Permata tanggal 10 September 2012 senilai Rp65.320.300.000 yang
masuk ke rekening Penggugat di Bank BN, serta penjelasan bahwa sebenamya
telah terjadi kesalahan dalam pengisian masa pajak dalam Surat Setoran Pajak
dimana tertulis Desember 2016, dan seharusnya adalah September 2012. Dan
terkait dengan kesalahan ini, Penggugat telah mengajukan Permohonan
pemindahbukuan dengan nomor surat 12/06/SA/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan
dikabulkan oleh Tergugat dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-
00795/VIWPJ.24/KP.1703/2022 tanggal 22 Juni 2022, yang kemudian
dibatalkan Tergugat dengan surat nomor S-2334/KPP.2417/2022 tanggal 11
November 2022;

Penggugat juga memberikan penjelasan bahwa uang masuk ke rekening Bank

BNI atas nama Saiful Arif pada tanggal 10 September 2012 dengan nilai transfer

sebesar Rp65.320.300.000, merupakan akumulasi dari pembayaran atas PPJB

nomor 62 tanggal 6 September 2012 dan ditambah nilai transaksi atas PPJB
yang lain.

12. Bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan Penggugat dalam persidangan yang
berupa Nota Kesepakatan Bersama antara Pemohon Banding yaitu Saiful Arif
(Pinak Pertama/Pihak Penggugat) dengan PT. Berkah Kawasan Manyar
Sejahtera (BKMS) dan PT. AKR Surabaya Land Corporindo - AKR Land (Pihak
Kedua/Pihak Pembeli), yang ditandatangani tanggal 20 Januari 2014 diketahui
hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa para pihak sepakat bahwa akan melakukan pembayaran PPhTB
(Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan)
dan BPHTB (Bea Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan) sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan ??ﬁima,n
PPHTB adalah 5% dari Rp1.391.683.875.425 yaitu kurang Iebilj"\fJ /ebf/séi\
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dan dan

Rp69.584.193.721 perkiraan BPHTB adalah 5%
Rp1.391.683.875.425, yaitu kurang lebih sebesar Rp69.584.193.721.

. Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual memohon bantuan kepada Pihak
Kedua/Pembeli terkait pembayaran PPhTB, dimana Pihak Pertama/Pihak
Penggugat/Penjual menyediakan uang untuk pembayaran PPhTB tersebut
untuk transaksi sampai dengan 12 Desember 2013 adalah sebesar
Rp32.500.000.000.

. Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Kedua/Pembeli setuju untuk
menanggung selisih PPhTB Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual
dikurangi Rp32.500.000.000, atau sejumlah Rp37.084.193.721 adalah
PPhTB yang ditanggung Pihak Pembeli (PT BKMS).

. Pihak Pertama/Pihak Penggugat/Penjual dan Pihak Kedua/Pembeli akan
segera menyelesaikan pembayaran PPhTB dan BPHTB selambat-

13. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa penyetoran PPh Final
Pasal 4(2) dengan menuliskan Masa Pajak Desember 2016 dilakukan dengan

16 SSP dengan rincian sebagai berikut:

lambatnya pada 14 Februari 2014.

dalam Rp

No NTPN Masa Pajakl Tanggal Nilai SSP
1 |poASD12QJL86J4NI [Des 2016 |30/12/2016 300,000,000.00
2 [ID0531186E1F7LNI_|Des 2016 |30/12/2016 204,075,000.00
3 |98559128BQTJPUNI|Des 2016 {30/12/2016 282,400,000.00
4 |A366B100AQ5LUENI|Des 2016 |30/12/2016 100,050,000.00
5 |2B47011QBTRS2JNI[Des 2016 |30/12/2016 100,050,000.00
6 1943560US CTJTMNNIIDes 2016 |30/12/2016 285,500,000.00
7 |ASF150S 0G12H7TNIDes 2016 |30/12/2016 179,900,000.00
8 [214010513131505 _|Des 2016 |29/12/2016 26,000,000.00
9 [403000406071015 _|Des 2016 [19/12/2016 5,250,000.00
10 [300070406140107 _|Des 2016 |19/12/2016 1,200,000.00
11 [810010013060203 |Des 2016 |19/12/2016 4,000,000.00
12 [1402101300021100 |Des 2016 {19/12/2016 10,200,000.00
13 [614100605121214 _|Des 2016 {19/12/2016 9,350,000.00
14 [1306031202151510 |Des 2016 |19/12/2016 4,696,000.00
15 [302041214141108 _[Des 2016 |19/12/2016 3,700,000.00
16 [600130113140001 _|Des 2016 |19/12/2016 4,500.000.00

Jumlah ’ 1,520,871,00000 >

e
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. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp300.000.000 berdasarkan
PPJB Nomor 26 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa dengan
demikian telah terjadi ketelambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa
pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;

. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp204.075.000 berdasarkan
PPJB Nomor 35 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa dengan
demikian telah terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa
pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;

. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp282.400.000 berdasarkan
PPJB Nomor 29 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa dengan
demikian telah terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa
pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;

. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp100.050.000 berdasarkan
PPJB Nomor 60 tanggal 22 Mei 2014, transaksi pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan terjadi pada Mei 2014. Bahwa dengan demikian telah
terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa pajak Mei 2014,
karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;

. Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp100.050.000 berdasarkan
PPJB Nomor 62 tanggal 22 Mei 2014, transaksi pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan terjadi pada Mei 2014. Bahwa dengan demikian telah
terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa pajak Mei 2014,
karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;

Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp285.500.000 berdasarkan
PPJB Nomor 53 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa dengan
demikian telah terjadi ketelambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa
pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;

_ Bahwa terkait dengan pembayaran sebesar Rp179.900.000 berdasarkan
PPJB Nomor 62 tanggal 6 September 2012, transaksi pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan terjadi pada September 2012. Bahwa ;fd n”é\“
y /b.
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demikian telah terjadi keterlambatan penyetoran PPh Final Pasal 4(2) masa
pajak September 2012, karena disetorkan di tanggal 30 Desember 2016;
14.Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(selanjutnya disebut dengan Undnag-Undang PPN) mengatur antara lain:
Pasal 4 ayat (1) huruf a:
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
Pasal 11 ayat (1) huruf a:
Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak;
Pasal 11 ayat (2):
Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau
sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan
sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat
pembayaran.
15. Bahwa ketentuan aquo mengatur bahwa saat terutangnya PPN adalah pada
saat terjadinya penyerahan BKP kecuali apabila terjadi pembayaran sebelum

terjadinya pengalihan maka saat terutangnya adalah pada saat pembayaran;

16. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan a quo, dalil Tergugat yang
menyatakan bahwa adanya bukti pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) di bulan
Desember 2016 merupakan saat terutang PPN adalah tidak tepat karena
pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut bukan merupakan bukti telah
terjadinya pengalihan atau pembayaran atas pengalihan tanah dan atau
bangunan;

17. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan a quo, bukti dan penjelasan
dari Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa pembuktian
Penggugat terkait dengan pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar
Rp1.451.975.000, menurut Pengadilan Pajak penjelasan dan bukti yang
disampaikan Penggugat tersebut dinilai sudah memadai dan dapat
membuktikan dalil Penggugat bahwa pembayaran PPhTB yang dljadlke\n da
koreksl Terbanding merupakan pembayaran atas transaksi pengahhaﬂ ta[ﬁ\

L\
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dan atau bangunan yang terjadi di bulan September 2012 dan Mei 2014
sehingga saat terutangnya PPN adalah pada masa September 2012 dan Mei
2014 sebagaimana diuraikan di atas;

Dan terkait dengan nilai pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar
Rp68.896.000, Penggugat memang tidak dapat memberikan bukti dan
penjelasan terkait dengan pembayaran tersebut, namun lain pihak, Tergugat juga
tidak memberikan bukti yang dapat menyatakan bahwa pembayaran atas PPh
Pasal 4 ayat (2) tersebut merupakan pembayaran terkait pengalihan tanah dan
atau bangunan di masa Desember 2016, oleh karena itu menurut Pengadilan
Pajak berdasarkan hal-hal di atas secara keseluruhan Penggugat dapat
membuktikan dalilnya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya;

18. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP),
mengatur antara lain:

Penjelasan Pasal 29 ayat (2):

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang
kuat dan berkaitan serta perlandaskan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

19. bahwa ketentuan aquo mengatur bahwa koreksi Tergugat harus didasarkan
pada bukti yang kuat dan berkaitan dengan pokok pokok permasalahannya

20. Bahwa dalam persidangan terkait dengan koreksi Tergugat atas DPP PPN Masa
Desember 2016, berdasarkan hal-hal di atas menurut Pengadilan Pajak koreksi
Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti yang memadai dan tidak sesuai
dengan transaksi yang sebenamya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
dalil Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti yang memadai dan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang
KUP;

21. Bahwa terkait dengan pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa Direktur
Jenderal Pajak selaku pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk
memberikan pilihan tindakannya dalam rangka memberikan ataﬁfﬁtﬁe\lg

A
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memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak kepada Wajib
Pajak, sehingga pemberian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
merupakan kewenangan penuh dari Direktur Jenderal Pajak yang bersifat
diskresioner sehingga Majelis tidak boleh mencampuri kewenangan
berdasarkan kebijaksanaan yang diberikan kepada pejabat Tata Usaha Negara,
diberikan pendapat sebagai berikut:
a. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi), mengatur

antara lain:

Pasal 1 Angka 9:

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret
yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan
perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemérintahan.

Pasal 22 ayat (2):

Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
. mengisi kekosongan hukum;

memberikan kepastian hukum; dan

b
C.
d. mengatasi stagnasi pemerintahan  dalam keadaan terfentu guna
kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pasal 24:

Pejabat Pemerin
ai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

tahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

a. sesu
ayat (2);

tidak berfentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
sesuai dengan AUPB;

berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

tidak menimbulkan Konfiik Kepentingan; dan

N
4, i
B,

dilakukan dengan iktikad baik. 3
I3 o i ': “‘
&
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b. Bahwa berdasarkan ketentuan aquo diketahui bahwa penggunaan
kewenangan berupa diskresi oleh Pejabat pemerintahan harus memenuhi
persyaratan antara lain bahwa diskresi tersebut tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB,
berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik
kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik;

c. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan aquo terkait dengan dalil
Tergugat yang menyatakan bahwa kewenangan untuk mengurangi atau
membatalkan ketetapan pajak merupakan kewenangan penuh dari Direktur
Jenderal Pajak yang bersifat diskresioner dan tidak dapat dipermasalahkan
keputusannya menjaditidak tepat karena penggunaan diskresi tersebut tetap
harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga penggunaan diskresi tersebut
tetap dapat dipermasalahkan sepanjang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan;

d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa yang
dipermasalahkan adalah pertimbangan objektif terkait dengan keputusan
Tergugat tersebut dikaitkan dengan bukti dan peraturan perundanga-
undangan yang berlaku, dengan demikian Pengadilan Pajak tetap
berwenang untuk menguji pertimbangan objektif dari Tergugat dalam
menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan
pajak;

22, Bahwa berdasarkan hat-hal di atas, menurut Pengadilan Pajak, dalil Tergugat
dalam melakukan koreksi DPP PPN atas pengalihan tanah dan atau bangungan
tidak didukung dengan bukti.dan dasar hukum yang memadai, sehingga tidak
dapat dipertahankan;

bahwa secara keseluruhan terkait dengan dalil atau pendapat lainnya dari para pihak

atas sengketa-sengketa di atas yang telah disampaikan dalam persidangan namun

tidak dibahas dalam putusan ini, menurut Pengadilan Pajak atas dalil-dalil para pihak
yang telah dibahas di atas dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam

mengambil putusan, dengan demikian atas dalil lainnya dari para pihak ya‘,néﬂ}él?\
‘ <
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dibahas tersebut tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan atau merupakan
pengulangan dari dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya;
bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memaharmi nilai-nitai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,
bahwa menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:
Pasal 69 ayat (1) huruf e: “bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim”, yang
di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini
kebenarannya”,
Pasal 78: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian
pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim';
Penjelasan Pasal 78: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan’,
bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta
ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Pajak meyakini
bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat, oleh
karena itu Pengadilan Pajak berpendapat Mengabulkan seluruh gugatan
‘Penggugat.

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan
Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain ya’nfgie/z(ai‘tg;\?

/

-
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MENGADILI:

Mengabulkan seluuhnya - Gugatan Penggugat tethadap  Koputusan  Diroklur
Jenderal Pajak Nomor KEP-07800/NKEB/PJWP. 24/2023 tanggal 31 Mol 2023
tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Sural Koletapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Dosember 2016 Nomor
00019/207/16/612/20 tanggal 14 Desember 2020 Berdasarkan Pasal 36 ayal (1)
Huruf b Karena Penmohonan Wajib Pajak, atas nama SAIFUL ARIF, NPWP
07.885.136.7-612.000, beralamat di JI. Raya Bungah No. 44-46 RT. 003 RW. 001,
Bungah, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majolis Hakim Pengadilan Pajak pada hari
Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Junaidi Eko Widodo Ak., S.H., M.P.P. sebagai
Hakim Ketua, Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si. dan Haryono, S.H., Ak., M.A.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada har Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan
dibantu oleh Pun Rahayuningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak

dihadini oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Yohanes Silverius Winoto, S.E., M.Si. Junaidi Eko Widodo Ak., SH., M.PP.
ttd.
Haryono, S.H., Ak., MA. Panilera Pengganti,
. id.

Puri Rahayuningsih, S.H.
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